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BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

Menimbang

Mengingat

T,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SUMBAWA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis
perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021-2026:; '

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655});

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan
Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);
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15.

16.

17.

18.
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24,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan  Pelaksanaan  Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 571);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
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25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana' Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

Nomor 697};
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPA TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN

'PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2021-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

o U AW N e

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Bupati adalah Bupati Sumbawa.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang
merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam penyelenggaiaan sub uiusan penuiyjang peinerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah..

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Perencanaan Perangkat Daerah adalah suatu proses yang dilaksanakan
Perangkat Daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui
urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen pereicanaan daerali untuk periode S5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan kepala daerah.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 {satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima} Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil {outcome)
program.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis
yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan
untuk mencapai sasaran RPUMD.

Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih sub kegiatan dalam
rangka menghasilkan keluaran (outpuf) yang dihimpun oleh satu atau
lebih sub kegiatan.

Sub Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam suatu kegiatan untuk
menghasilkan keluaran (outpuf) dalam bentuk barang/jasa dengan
tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (inpuf).

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/
kegiatan/program/sasaran Perangkat Daerah sehubungan dengan
penggunaan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran
dan tujuan dalam bentuk keluaran (outpuf), hasil (outcome), dampak

(impact).

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.

Keluaran {output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa

dari serangkaian proses atas sumber daya Perangkat Daerah agar hasil
(outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu
program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil layanan
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJ
adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang
dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,
sampai dengan terima hasil pekerjaan,
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(2)

(3)

(4)

(1)

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja
program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat alokasi dan rincian belanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh Perangkat Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah tahapan
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang
berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai
perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD sebelum disepakati dengan
DPRD.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah
badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa
guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi
dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan
jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.

BAB II
RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa
untuk periode 5 (lima} tahun yang disusun berdasarkan RPJMD
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi setiap
unit kerja dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Indikator Kinerja dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa menjadi dasar penyusunan
perencanaan kinerja di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Penyusunan dokumen perencanaan kinerja Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa disusun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan
penyusunan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan



St

(2)

(3)

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 11 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

BAB IIl PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi
terkait
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disusun oleh
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa.

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum
ditetapkan dilakukan verifikasi oleh Bappeda.

Pasal 4

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal 5

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimuat
dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6 -

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 akan dilakukan perubahan jika
terjadi perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

BAB III
PENUTUP

Pasatl 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal ,t No ber 2021
Q]YBUPATI suﬁAWA, F

V MAHMUD ABDULLAH
Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal t Novewber 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 33



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

BAB1I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma perencanaan yang lebih harmonis dan selaras, antara pusat dengan
daerah, antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan
landasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di
tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih
terintegrasi, sinkron, dan sinergis. Konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut
adalah diwajibkannya setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana pembangunan,
untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan
~ tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada
Pasal 272 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Pasal 1 Ayat 7 padaketentuan umum menggariskan bahwa Renstra Perangkat Daerah
sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang kemudian diperjelas
dengan Pasal 7 ayat (1) bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Bappeda sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
.urusan pemerintahan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis. Untuk
mendukung pelaksanaan tusi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang
memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang,.

Renstra merupakan komitmen Bappeda yang menjadi pedoman dan acuan dalam
mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi
Bappeda depngan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta
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peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten
Sumbawa, yaitu "Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban'.

Mengingat bahwa dengan terbilnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pamjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah tetap
dapat dilakukan bersamaan dengan proses perubahan dokumen perencanaan lainnya
karena Perubahan terhadap RPJMD akibat perubahan regulasi tersebut sampai saat

ini belum final..

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 - 2026
sebelumnya telah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan
Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak
dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Tahapan tersebut mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai penganti Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1.
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Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017
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Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 20212026,
dengan tidak mengurangi hasil-hasil yang dicapai pada prosessebagaimana alur pada
Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan : 1). Menyusun komponen-komponen
yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan program dan kegiatan Bappeda; 2).
Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan logic framework; 3).
Analisis  tersebut untuk  menghasilkan  keterukuran  dalam perencanaan,
penganggaran, pertanggungjawabannya, dan keterukuran dalam evaluasi. Langkah-angkah
tersebut sangat penting dilakukan mengingat tuntutan perubahan dalam perencanaan dan
penganggaran berbasis kinerja dimana saat ini tidak lagi pada prinsip money follow
Junction, tetapi money follow program priority.

Dengan prinsip tersebut, untuk menghasilkan perencanaan yang dirancang dengan
baik; digambarkan secara objektif, fokus, efektif dan efisien; dapat dievaluasi, dan jelas
terstruktur, dalam memastikan pengukuran pencapaian target Indikator Kinerja Utama
(IKU), maka perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan evaluasi yang
keseluruhannya dilakukan secara terintegrasi, yang diwujudkan dalam perencanaan
tergambar dari Rencana Aksi; dalam penganggaran tergambar dari kinerja atas
penggunaan sumberdaya; dalam pertanggungjawaban tergambar dari tanggung jawab
pada level program dan kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) pada setiap level
pemerintahan, dan pada akhirnya secara keseluruhan disajikan ke dalam evaluasi dan
akuntabilitas kinerjanya.

Sistematika Renstra yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 8 (delapan) Bab dan tidak lagi memuat Visi dan Misi,
tetapi ada keharusan untuk memuat indikator tujuan. Dengan demikian, maka visi dan
misi yang digunakan sebagai acuan adalah visi dan misi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah sebagaimana termuat di dalam RPJMD.

1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam penyusunan

" Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, adalah sebagai

berikut.

1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabhun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136); '

12) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
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Perubahan atas Peraturan Presiden Nomeor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

63);

13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata
Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 1312);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9o Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

Nomor 1781);

21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

22) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

5



14

Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
592);
23) Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaien Sumbawa Tahun 2005-2025 (Leinbaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 571);

24) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);

25) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697)

26) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Orgauisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa;

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksnd dari penvusnnan Renstra Bappeda adalah sebagai berikut:

1) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Bappeda dalam melaksanakan
tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan
serta peneliian dan pengembangan perencanaan sehingga tujuan dan sasaran
kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.

2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat
daerah terkait lainnya.

2) Menjadi kerangka dasar bagi Bappeda dalam upayanya meningkatkan kualitas
perencanaan, penclitian dan pengembangan pembangunan dacrah.,

4) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten
Sumbawa.

5} Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Bappeda tahun

2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah:
1) Merencanakan program perencanaan pembangunan yang semakin dinamis.
2) Mengelola upaya pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis.
3) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
4) Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

5) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.
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6) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan
pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daearah atau RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

i.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa 2021-2026 disusun
sebagai berikut :

Rah1 Pendahuluan terdiri atas latar belakang, Iandasan tkim, maksnd dan tujnan
penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penuhsan,

BabIl Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat informasi tentang peran
(tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasitkan melalui
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebeiumnya, dan menguias hambaian-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai pcrlu diatasi melalui Renstra Perangkat Dacrah;

“Bab IIT "Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat 1dent1ﬁk331
permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat
daerah, telaahan visi, misi dan program KDII terpilih, fakior-faltor penghambat
dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra
provinsi, faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat
Daerah Provinsi/Kabupaten, telaahan terhadap RTRW dan KLHS pada RPJMD,
serta penentuan isu-isu strategis, sechingga menjadi jelas apa yang strategis untuk
ditangani melalui Renstra Perasngkat Daerah.

BabIV Tujuan dan Sasaran memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah, beserta indicator dan target kinerjanya setiap tahun
dalam jangka menengah.Setiap tujuan mempunyai sasaran, dan keduanya
mempunyai indikator kinerja masing-masing.

BabV  Strategi dan Arah Kebijakan memuat strategi yaitu cara untuk mewujudkan
tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif,
serta memuat Arah Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh Perangkat Daerah
dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai
tujuan dalam jangka menengah, sehingga dapat menunjukkan relevansi dan
konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan
tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.



Bab VI

Bab Vii

Bab VIII

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan memuat rencana
program dan kegiatan beserta indikator kinerja program (outcome), indicator
kinerja kegiatan (output), berdasarkan kelompok sasaran dengan pendanaan
indikatif masing-masing untuk setiap tahun dalam jangka menengah, sehingga
tergambar kinerja yang dicapai pada akhir periode Renstra.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat indikator kinerja
Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah tersebut,
merupakan indicator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD,
sehingga gambaran umum dari keseluruhan kinerja akhir periode Renstra tersebut
menunjukkan peran Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJMD,
Penutup
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumbawa

Bappeda Kabupaten Sumbawa adalah lembaga teknis yang melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang terbentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah
lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa terdiri dari :

a. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
b. Sekretariat, terdiri atas:

1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

2) Subbagian Keuangan; dan

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

¢. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri atas :
1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :
a) Subbidang Pemerintahan;
b) Subbidang Pembangunan Manusia.
2, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
a) Subbidang Perekonomian; dan
b) Subbidang Sumber Daya Alam.
3. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
a) Subbidang Infrastruktur; dan
b) Subbidang Kewilayahan.
4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas :
a) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
b) Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas ;
a) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
b) Subbidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumbawa

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sumbawa

Gambar 2.1 adalah sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi sebagaimana dalam

(1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. -

(2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan
menyelenggarakan fungsi:

a

penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan;

pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan dan

penelitian dan pengembangan;

pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan;

pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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A.Sekretariat
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretaris Badan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan

dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi
keuangan dan administrasi kepegawaian;

¢. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

B. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas

merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan
daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi unsur pendukung
sekretariat daerah dan secretariat dewan perwakilan rakyat daerah, unsur
pengawasan, unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur

kewilayahan, urusan pemerintahan umum, urusan pendidikan, kesehatan, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungananak, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

a

h

Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan  daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
(RPJP, RPJMD dan RKPD) dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD
dan RKPD dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia;

pengoordinasian  pelaksanaan  sinergitas dan  harmonisasi  kegiatan
1
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Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia;

g pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

h pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama dan kerjasama antar daerah;

i pengoordinasian pembipaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia; dan

} pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

C. Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan,
mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi unsur penunjang perencanaan,
penelitian dan pengembangan, keuangan, urusan penanaman modal, tenaga
kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian,
kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, dan

- pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya

Alam mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

¢ pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
(RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD
dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam,;

e pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
APBD;

f pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di
bidang perekonomian dan sumber daya alam;

g pengoordinasiaﬂ pelaksanaan  sinergitas dan  harmonisasi = kegiatan
Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang perekonomian dan
sumber daya alam;

h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

i pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;

j pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di
bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan

k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
12
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fungsinya.

D. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan,
mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, pertanahan, lingkungan hidup, perbubungan,
komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sub urusan kebakaran dan sub
urusan bencana. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
(RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

¢. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
(RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

d pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP,
RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

e pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait;

f pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
bidang infrastruktur dan kewilayahan;

g pengoordinasian  pelaksanaan  simergitas dan  harmonisasi = kegiatan
Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang infrastruktur dan
kewilayahan;

h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;

i pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;

j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di
bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan

k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

E. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai
tugas merumuskan, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan
perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan
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daerah;

pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;

pelaksanaan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan
untuk perencanaan pembangunan daerah;

pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
perumusan Kkebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan
informasi pembangunan daerah;

pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan
dan penganggaran di daerah;

pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan
daerah;

pelaksanaan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah;

pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk
mengetahui perkembangan pembangunan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerah;

pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan
kegiatan pembangunan daerah;

penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan
daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan,

mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan penelitian dan pengembangan daerah

meliputi penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan,

pembangunan, inovasi dan teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian

dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran
penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan,
pembangunan, inovasi dan teknologi;

penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial,
ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;

penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi,
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pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;

d penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan
teknologi;

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan,
pembangunan, inovasi dan teknologi;

f pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian
peraturan;

g fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk
diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Funsional mempunyai tugas melaksanakan tugas—tugas strategis
yang dipandang perlu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sumbawa
2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber-daya
aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis, bukan saja mewarnai
melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.Terkait dengan hal
tersebut, hingga saat ini jumlah aparatur Bappeda Kabupaten Sumbawa sebanyak 46

orang.
Tabel 2.1
Kond1s1 Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan (2021)
No = . Uralan o | ‘Efselon ¥selon Eselon
- ' L . TS l]l° "“‘
R 2 o --3 N
1 Kepala Bappeda 1
‘2 Sekretariat . ' - N T
3 Bidang Perekonomlan dan Sumber
daya Alam
4 - Bidang Pemerintahandan ' S S ST L A
o Pembangunan Manusia o ‘ R S e -
Bidang Infrastruktur dan Kewﬂayahan 1 2 5 8
6  Bidang PenehtlandanPengembangan' o0 T2t 78
7 BldangPerencanaan, Pengendalian 1 ‘7 2‘ » 2
dan Evaluasi Pembangunan
8 Pejabat Fungsional ) _ 3 e T TR Q.
Jumlah 1 5 13 27 46
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Kondisi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan tingkat pendidikan disajikan
pada Tabel 2.2 bertkut

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan (2021)

Jenjang Pendidikan

No | Uraian S3 |S2 ‘s,‘/ DI ls)l:‘;’/ SMA | smp|sp | Jumiah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kepala Bappeda -~ 11 - qe e ke -

N

Sekretariat 2 6 1 6 - 1 16

3 Bidang Perekonomian 1. E O T e B - =16
~ jdanSumberDayaAlam™ | . = o f w o b S s R

4 | Bidang 1 3 4 - - - - 7
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia

= Bidang I ks T B S N T

danKemlayahan

6 Bldang Peneht]andan — 1 2 3 2 1 - 8

Pengembangan

7 | Perencanaan, - .- | ° B A AR B . j{o

Penegendahandan F P I R U S SERTIN A 1
-Evaluasi Pembangunan IR B
Daerah §

8 Pejabat Fuﬁffsmnal

Jumiah 1 11 20 4 10 0 0 46

_{ Persentase (%) - .- =] 217 {2391 4348 |87 12174 [0 [0 1100

Kapasitas dan Kkapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat
pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.2, tingkat pendidikan
karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 20 orang
(43,48%), pendidikan S-2 tercatat sebanyak 11 orang (23,91%). Tingkat pendidikan dari
karyawan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam
peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah, serta menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencana secara optimal.
Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi issu strategis di
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalah mengenai pejabat fungsional perencana dan
peneliti, yang hingga saat ini belum tersedia.

2.2.2 Aset/Modal

Bappeda Kabupaten Sumbawa memiliki kantor yang berlokasi di Jalan Garuda
Nomor 1 Sumbawa Besar. Secara umum kondisi Aset yang dimiliki dan dipergunakan
dalam mendukung kinerja Bappeda per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.
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2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa yang utama berkaitan dengan wurusan yang menjadi
kewenangannnya yaitu: (1) Urusan perencanaan, dan (2) Urusan Penelitian dan
Pengembangan, pada tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Peran Bappeda Dalam Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan
Pembangunan

Dalam menyelenggarakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki unit kerja
yang berperan dalam melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, yaitu Bidang
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana,
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Statistik. '

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, berperan dalam melaksanakan koordinasi
untuk merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi
bidang pendidikan, kesehatan, koordinasi perencanaan pembangunan, kepemudaan dan
olahraga, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pertanahan, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuvangan dan aset
daerah, organisasi dan kepegawaian serta persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa,
sosial, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan dan ketransmigrasian.

Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana berperan dalam melaksanakan koordinasi
untuk merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan prasarana yang meliputi bidang
lingkup hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan
informatika, kehu-tanan, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata;

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi berperan dalam melaksanakan
koordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi
vang meliputi bidang pertanian, kelautan, perikanan, penanaman modal, koperasi dan
usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, industri dan perdagangan;

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik berperan dalam mengkoordinasikan
dan memberikan layanan penelitian dan pengembangan sistem perencanaan, koordinasi
evaluasi kinerja pembangunan daerah dan menyusun data dan informasi pembangunan
daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi pada masing-masing bidang tersebut,
secara umum telah dihasilkan dokumen Renstra OPD lingkup kerja lingkup masing-
masing bidang koordinasi perencanaan pada periode tahun 2016-2021, Rencana Kerja
OPD, RKA dan DPA OPD setiap tahun, koordinasi dalam pelaksanaan dan
pengendalian pelaksanaan rencana kerja OPD, serta pelaporannya. Pada bidang
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penunjang yaitu Bidang Penelitian, Pengembangan dan evaluasi Perencanaan
Pembangunan, dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS yang setiap
tahun disusun dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah. Beberapa pelayanan
yang diberikan selama ini adalah pemberian rekomendasi kesesuaian rumang melalui
Sekretariat BKPRD, rekomendasi penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan
oleh pihak ke tiga/perguruan tinggi, serta pembinaan BUMDes.
Tingkat Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa terdiri atas ; (1) Indikator
Kinerja pada penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan pembangunan; dan (2)
Indikator Kinerja pada penyelengaraan urusan wajib statistik. Sepanjang periode tahun
2016-2020, capaian kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan berhasil,
dengan tingkat capaian berdasarkan indikator kinerja periode tahun 2016-2020, secara
rata-rata mencapai skala 80-100%, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.
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Tabel T-C.23.

woﬁaﬁw&g Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sumbawa (2016-2020)

._.m_.man z@.._a_a. vm_.wzmxmﬂ
Ummqms .:.:::

Tersusunnya hasil Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 3 3 3 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Terselenggaranya Musrenbang RKPD 1 1 1 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tersusunnya RKPD 2 2 2 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2 2 2 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tersusunnya Rancangan Prioritas dan Plafon

5 Sementara (PPAS) 2 2 2 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tersusunnya Hasil Pengkajian Rencana

6 Penyelesaian Masalah- masalah Strategis 1 1 1 100 | 100 { 100 } 100 | 100
Pembangunan Daerah
Tersusunnya Laporan Keterangan

7 Pertanggungjawaban (LKP.) 1 1 1 100 | 100 | 100 | 10G | 100
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi

8 Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro 2 2 2 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi

9 Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian 1 1 1 100 | 100 | 100 [ 100 | 100
Tersedianya Dokumen Hasii Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Koperasi,

10 Perindustrian, Perdagangan dan 1 1 1 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Pengembangan Dunia Usaha
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi

1 Percepatan PembangunanDaerah Tertinggal 1 1 1 100 | 100 ; 100 | 100 | 100
(PPDT)
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e e L ‘Target Renstra Perangkat I Realisasi Capaian Tahun. |’ Rasio Capalan pada Tahun "
ot Indikator Kinerja'Sesual Tugas dan Fungsi | . 'Daerah Tahun ke- BT ke RS ke o
. : Perangkat Daerah _. - RN

(M 55 ) T018)
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi

12 Penyusunan Rencana dan Pengembangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100} 100 | 100 | 100 | 100
Wilayah Pesisir dan Laut
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi Dalam

13 Rangka Penguatan Sumberdaya Air 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1100100 | 100 { 100 | 100
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi

14 Perencanaan Pembangunan Prasarana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 { 100 | 100 | 100 | 100
Wilayah
Tersedianya Data/lnformasi Perencanaan

15 Pembangunan Ekonomi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 {100 100 | 100§ 100 | 100
Tersusunnya Data Sumberdaya Alam Spasial

16 dan Lingkungan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (100|100 | 100 | 100 | 100
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi

17 Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Daerah
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi

18 Rencana Penetapan Tata Ruang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi

19 Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Kesehatan
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi

20 Perencanaan Pembangunan Bidang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1001 100 | 100 | 100 | 100
Pemerintahan Umum
Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi

21 Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat 1 1 L 1 1 L 1 1 1 1 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Tersedianya Dokumen Hasi! Koordinasi .

22 Rencana Penanganan Perumahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 | 100 { 100 § 100 | 100
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Kinerja Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi
anggaran yang cukup dari tahun ke tahun, Tabel berikut memperlihatkan jumlah
alokasi anggaran 2016-2020 beserta serapannya sebagai berikut.

A 2 e ag e e PR |
mﬁl\ab Augg&rmn Dapptaa rcriova

-10,145,175,871 +*+19,050,148,666: 7

10,536,957,448 9,805,736,845

111,655,268,978 -/10,565,504,999 - * = 90:

10,736,378,013 10,153,008,442

2 P LX) VY POy

. BR300 84117605 R .210.693.044 %"

_Jumiah ~39,880,801,530 _ 32,993,867,255

976,178,307.80 - 6,508,773,451.00

”Sumber ' Perda APBD Beberapa Tahun, diolah.

Tabel 2.5, memperlihatkan angka rata-rata pertahun rasio realisasi dan
anggaran sebesar 92,36%, dengan rata-rata pertumbubhan anggaran pertahun
sebesar (2.23)% dan pertumbubhan realisasi per tahun (1.19)%. Fakta tersebut
menunjukkan bahwa rasio realisasi dan anggaran semakin baik pada tahun 2019
dan 2020, sementara rasio pada tahun sebelumnya berada di bawah angka rata-rata
per tahun, Sementara pertumbuhan anggaran pada tahun 2019 dan 2020
menunjukkan pertumbuban negatif. Ini terjadi karena adanya pandemi yang
menyebabkan refocusing anggaran untuk digunakan dalam kaitan dengan
mengurangi penyebaran pandemi

Permasalahan anggaran di Bappeda adalah berkaitan dengan belum di
milikinya Standar Analisis Belanja untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan,

| sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk

tiap kegiatan yang direncanakan, akibatnya penentuan alokasi anggaran untuk
kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat
dipertanggungjawabkan. Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran
dalam satu sistem, manjadi titik lemah selanjutnya.

Selanjutnya secara lebih rinci mengenai anggaran dan realisasi pendanaan
pelayanan Bappeda Kabupaten Sumbawa pada periode 2016-2020 disajikan sebagai
berikut.
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: Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Sumbawa (2016-2020)

Belanja
Pecawai

1.273 368.00)

970.890.000 1.034.310.000

Belanja
Pegawai

1.366.772.500

1.410.045.000 1.631.340.200

1.081.100.000

3148115836 | 2765830178

Belanj
Barang
dan Jasa

4.60:2.612.430

4.731.630.981

4.915.843.368 2602.065.548

163.2:31.900

2.603.836.406

261.294.150

3.205 833.031

352.232.430

333.632.160

275.332.000 86 86

2778
-2,79

17,83
<1,49

Belanja
Meodal

350.944.570

260.000.000

9.059.148.684

9.805.736.345

10.565.604.999

10.153.003.442 | 8.319.623.044

8829

Juinlah

10.148.175.871

10.538.8 57 448

11.6:565.268.878

] -
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Berdasarkan Tugas dan Fungsi utamanya berkaitan dengan koordinasi

penyusunan dokumen perencanaan, serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada

Sub Bab sebelumnya, diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

, Bappeda Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.
Tabel 2.7
| Tantangan dan Peluang Dalam Pegembangan Layanan Bappeda
‘ " Tugas Pokok dan ' T : -
No- | ga%ungsx : Tantangan Peluang
1 2 o 3 | A _
1 ;‘?‘«'!;Pényus{pnan, Bl Belum ﬂtersedla pedomaii Peraturan/ Keputusan " Bupati
- perencanaan, .. - “Standar  Analisis BelanJa _yang mengatur /menetapkan
.- pengelolaan ke— - secara komprehensif = . - tentang standar .harga, serta
. -_{.;_{uangan serta:urusan: .= o g 0 "?”: .- instrumen lamnya untuk.
"7 umumr dan kepega- ’ “ -penyusunan- - rencana  tetap
.waian ’ - _ diterbitkan setiap tahun )

,j:;MenguatnYa :
" publik “akan kompetenm
.SDM

. pelayanan -
L ,daerah yang semalan balk

tuntutan

. aparatur dan
* pe-rangkat

Semakin terbukanya ' akses . in-
formasi' melalui berbagai media
serta’ meningkatnya: kesadaran
dan peran masyarakat dalam
proses pembangunan’ :

3. instansi,

Semakin terbukanya ruang ko—
ordinasi dan konsulta51 antar-

S ‘antarjenjang
| pemerintahan - (pusat provinsi
o e -~ __dan kabupaten) .

2  Merumuskan dan Lemahnya kapasitas kelem- Makin tingginya tingkat
melaksanakan bagaan perencanaan di kesadaran masyarakat untuk
perencanaan tingkat basis berpartisipasi dalam proses
pembangunan eko- perencanaan dan pembangunan

' nomi yang meliputi Kebijakan penempatan SDM
bidang pertanian, aparatur melalui seleksi yang
kelautan, perikanan, ketat dan obyektif.

: penanaman modal, Belum komprehensif dan Semakin terbukanya ruang koor-
koperasidanusaha  masih rendahnya tingkat dinasi dan konsultasi antar-
kecil dan menengah,  validitas serta konsistensi perangkat daerah lingkup bidang
ketahanan  pangan, ketersediaan data-data sek- koordinasi -
industri dan toral yang bersumberdari ~Makin  terbukanya  ruang
perdagangan. perangkat daerah partisipasi publik untuk sharing

informasi

Tingginya kebutuhan infra-
struktur untuk menunjang
keberhasilan pembangunan
perekonomian daerah yang

belum terjangkau dalam
peng-alokasian  anggaran
daerah

Perkembangan  Iptek  yang
semakin canggih

Beragamnya alternatif pedoman
dan  metodologi  penentuan
prioritas yang dapat
dipergunakan

Kebijakan = pemerintah  yang

semakin membuka ruang sistem
perencanaan bottom-up untuk
mengatasi kesulitan daerah

Makin menguatnya minat dan
peran dunia usaha/investor di
Kabupaten Sumbawa

-

23




No T s - Tamangan © " peluang
1 2 o 3 . - o4 _
Belum signifikannya per- Kebijakan pemerintah yang
kembangan dunia usahadi  mendukung tumbuhnya lembaga
tingkat lokal dalam keuangan/perbankan untuk men-
berbagai sektor untuk dekatkan akses permodalan bagi
meningkatkan usaha kecil dan menengah
pembangunan ekonomi
daerah antara lain karena
keterbatasan modal usaha
3 Merumuskan ' ‘dan - Lemahnya kapasitas kelem- Makin - tingginya ~~ tingkat
-+ melaksanakan. . . bagaan . perencanaa sodi ,kesadaran masyarakat untuk
-1 . pefencanaan L tlngkat basis: . berparhs1pas1 dalam proses ‘
pembangunan: sosxal' B . i perencanaandanpembangunan
budaya yang meliputi - - Kebijakan penempatan- SDM
bidang pendldxkan, E =;;- aparatur melalui, selek31 .yang .
‘keséhatan, . .. SRR _ketat dan obyektif, -
koordinasi Pe'“ ;Belum komprehens1f dan Semakin terbukanya = ruang
rencanaan, - masih rendahnya tingkat koordina-si dan  -konsultasi
kepemudaan - - dan validitas serta konistensi antarperangkat daerah lmgkup
" . olahraga, kepen— __.;ketersedxaan data-data‘sek- bidang koordinasi,- - _
, ',dudukan&catatan si- “toral yang bersumber. dari “Makin  terbukanya - .ruang
pil, ketenagakerjaan, perangkat daerah ' partisipasi pubhk untuk- sharmg
pemberdayaan . ' informsi S
~ . perempuan - dan - 2~ 7,. Perkembangan - Iptek yang
“perlindungan’ - anak, " : %7 semakin cangglh _
keluarga berenc_ana ' nggmya kebutuhan mfra Beragamnya alternatlf pedoman
dan keluarga ~ se- goidyr yntuk menunjang dan. metodologi penentuan
jahtera, pertanahan,_ _keberhasilan. pembangunan prioritas _yang /-~ dapat
kesbangdanpﬂhtlk " gosial budaya yang belum dipergiinakan:" " :
dalam - -Degerl, o angkau dalam pengalo- "~ Kebijakan pemermtah yang
pemermtahan umum, kasian anggaran daerah = semakin membuka ruang sistem
. administrasi - U peréncanaan bottom-up | untuk
‘keuangan dan aset-_,’f‘ Gt e mengatasi kesulitan daerah”
daerah, organisasi ;" Makin ~ menguatnya = peran
. dan. kepegaw_man S m kat dan pemerintahan
serte:o rdapersand.lan, L - desa: dalam ~penyelenggaraan
e gfm < ka};aga?nde- e A 'pembangunan sosial budaya ety
sa, - -sosial, « . )
kebudayaan, S 7
. kearsipan, ..
perpustakaan.i : dan. % 7 s | |
O ketransmlgrasmn C e S SR e e
4 Merumuskan dan Lemahnya kapasitas kelem- Makin tingginya tingkat
melaksanakan bagaan perencanaan di kesadaran masyarakat untuk
perencanaan tingkat basis berpartisipasi dalam proses
pembangunan infra- perencanaan dan pembangunan
struktur wilayah dan Kebijakan penempatan SDM
sumberdya alam yang aparatur melalui seleksi yang
meliputi bidang ling- ketat dan obyektif.
kup hidup, pekerjaan Belum komprehensif dan Semakin  terbukanya ruang
umum, penataan masih rendahnya tingkat koordinasi dan  konsultasi

i
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ruang, pemmahan, validitas serta konistensi antarperangkat daerah lingkup
perhubungan, ketersediaan data-data sek- bidang koordinasi
komunikasi dann toral yang bersumber dari Makin terbukanya ruang
informatika, dan perangkat daerah partisipasi publik untuk sharing
pariwisata ormasi

Perkembangan  Iptek  yang
semakin canggih
Tingginya kebutuhan infra- Beragamnya alternatif pedoman
struktur wilayah untuk me- dan  metodologi  penentuan
nunjang keberhasilan prioritas yang dapat
pembangunan di segala dipergunakan
bidang yang belum Kebijakan pemerintah yang
terjangkau dalam peng- semakin membuka ruang sistem
alokasian anggaran daerah  perencanaan bottom-up untuk
mengatasi kesulitan daerah
Meningkatnya kalangan dunia
usaha yang menunjang di bidang
pembangunan jasa konstruksi
Kebijakan pemerintah daerah
yang berkomitmen untuk
percepatan peningkatan
aksesibilitas wilayah terisolir dan
pengembangan kawasan potensial
Semakin menguatnya kebu- Teknologi informasi yang
tuhan sistem layanan data semakin berkembang, sehingga
dan informasi spasial yang semakin me-mudahkan sistem
cepat, tepat dan mudah layanan perencanaan
diakses publik, menuntut pembangunan daerah dengan
agenda perubahan dalam memanfaatkan IT
peningkatan kapasitas
SDM, perangkat kerja serta
sistem informasi berbasis IT
Masih kurangnya dokumen Adanya kebijakan pemerintah
perencanaan wilayah yang dalam penataan nomenklatur
lebih rinci sebagai turunan ~ perangkat daerah serta
dari RTRW kewenangannya.
Masih relative luasnya ka- Sudah adanya dokumen Rencana
wasan permukiman kumuh Pencegahan dan Peningkatan
yang belum secara intensif Kualitas Permukiman Kumuh
ditata Perkotaan (RP2KPKP)} yang
menjadi acuan  pemerintah
daerah, pemerintah provinsi dan
pemerintah pusat dalam
bersinergi menuntaskan kawasan
permukiman kumuh
5 Merumuskan  dan. Masith minimnya Semakin - ba'nyaknya‘ " tenaga-
., melaksanakan .. 5o penehtlan/ pengkajian yang . tenaga .- -ahli:-. dari. kalangan_;
" kebijakan'dibidang = “dilakukan oleh pihak lain "'akademlsl e perguruan tinggi
"+ ‘penelitian,’ - pes-dan menjawab yang ada di Kabupaten Sumbawa.
"ngembangan daneva- permasalahan perencanaan yang memahann konchsx loka.l
~.luasi _ ‘perencanaan - pembangunan daerah” SRR

25




i

-

e

26




BAB III
PERMASAIAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan
potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu
menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan
yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali
dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan
kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan

di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk

mewujudkan harapan tersebut, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain

sebagai berikut: .

1. Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan empat tahun ke depan tidak lagi
sering terjadi perubahan peraturan/pedoman penye- lenggaraan perencanaan
pembangunan, namun karena peraturan dibawah Undang-Undang dimaksud
belum terbit, maka perlu disikapi secara arif dan cerdas agar pelaksanaan
perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan
diterbitkan;

2 Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas
penganggaran, untuk menjaga Kkonsistensi antara perencanaan dan peng-
anggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan
perundangan tentang perencanaan dan keuangan Negara;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
terhadap mekanisme perencanaan;

4 Meningkatkan kapasitas SDM perencana dan kelembagaan di tingkat basis dengan
harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan;

5. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi,
sinergis dan tepat waktu;

6. Meningkatkan iklim pengembangan inovasi daerah;

7. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk kebutuhan
perencanaan pembangunan daerah;

8 Memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan data berbasis IT, hasil-hasil
kajian/penelitian, serta pengendalian dan evaluasi perencanaanpembangunan.,
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Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang
berkaitan dengan koordinasi. perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan,
evaluasi perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan sistem
perencanaan pembangunan daerah, serta mencermati harapan ke depan dan kinerja
pelayanan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, maka diidentifikasi beberapa
permasalahan serta penyebab masalah baik dari aspek internal maupun eksternal

Bappeda, sebagai berikut.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah
@f&m& - _Masalah Pokok o : afah =
r’y' R I L g e L A :
1. Keselarasan anitar dokumen Belum optnnalnya pengin- Belum efektifnya venﬁkas:
perencanaanbelum opumal tegrasian/ sinkronisasi pe- dokumen perencanaan d1
- e , "+ rencanaan pembangunan.- Bappeda -

7; antarsektor/urusan/OPD

Belum optimalnya pengin-

= . tegrasian/sinkronisasi pe-
, ; rencanaan pembangunan

.+ antar dokumen perencana-
“An

Belum efektifnnya venﬁkam
dokumen perencanaan di
Bappeda

Belum

perencanaan

smpsn
melalul

ophmalnya

Belum tersedianya sistem
yang., komprehensif untuk

mengintegrasikan  pende-

katan politis, teknokratis,

. partisipatif, bottom-up dan
‘... . top-down -dalam -proses..
perencanaan pembangunan :

daerah

Banyaknya - Aspirasi ma-

_ syarakat -.yang, tergolong
' dalarft kewenangan desa’

dan bersifat privat

-- .1 berorientasi
.= privat serta tanpa mem-
- perhatikan batas kewe-

Aspirasi masyarakat yang
disampaikan melalui Mus-
renbang ataupun melalui
DPRD umumnya masih
kelompok/

', nangan

: Belum ophmalnya perumusan
.~kebijakan pembangunan daerah ..
- dalam memanfaatkan-hasil-hasil

penelitian (research based policy)

. \,, 1?

, Mlmmnya hasﬂ-hasxl peng

-kajian. dan htbang untuk

* kebutuhan perericanaan - |

Minimnya . pelaksanaan

-pengkajian dan Jlitbang un-

tuk kebutuhan perencana-
an - = '

; Minix‘nnyal
| tenaga ahli untuk peneli-

ketersediéén

“" tian dan pegembangan

-~ yang
.-+ gaan formal sesuai ketentu-
+ . an perundang-undangan

memiliki kelemba-

| Belum ' akuratnya

monitoring dan evaluasi sebagai

. .dasar penyusunan pe.rencanaan
"'yang akandatang I

Tasil

Ketersediaan, . validitas,
data (spasial, sektoral dan
statistik) belum tersedla
secara

berbasis IT.

Belum. = komprehensifnya
laporan yang disampaikan |

-oleh perangkat daerah. " -

komprehensﬁ' 5

Ketersediaan data sektoral

~: yang belum optimal dan
. tidak tepat waktu

- Penginput data di tingkat’
" basis masih terbatas ’

. Ketidakjelasan
... Kinerja/capaian
~=+ pada

+ Perangkat Daerah dan

target
kinerja
Rancangan Renja

o pelaporannya
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Okf’ku;i inasalah
‘ Slstem aphka31 perencanaan Belum optlma]nya peman-, Belum optlmalnya
- yang belum ’ terintegrasi faatan SIPD _integrasi SIPDdlIevel
 dengan - sistem - Perencanaan dan
penganggaran ‘dan sistem ' Penganggaran
pengendallan, _ monitoring R
dan evaluasi:® . T e CL ]
... Belum matangnya
-~y implementasi Sistemn
“.... Pemerintahan berbasis
. elektronik baik dari aspek
~ i kelembagaan maupun
t aspek teknisnya
Belum optimalnya kinerja Belum optimalnya keterse- ‘Terbatasnya ketersediaan
‘diaan-sarana dan prasarana . pr:

Iayar;an perkantoran <

" zllayanan/danlayananlam— ‘

.Kantor/ruang.

- Ketersedx database

T Belum., adanya database“ )

Belum {ersedia_system [T

© jabatan fungsmnal ‘

. fungsional -

-~ 7 untuk bahan perencanaan yangtersedla secara akurat [ yang . - mendukung
R belum realume _ . perencanaan, pelaksanaan,
' . monitoring, evaluasi dan|
R ~ pelaporan '

Mas1h'belm'n terisinya Belum tersedianya jabatan Sedang dilakukan proses

. reformasi birokrasi melalui

'perencana . ~ . 'penyederhanaan struktur,-
o .- .petiyetaraan. Jabatan dan—\,
. apenyederhanaan system',a
-Belum berkembangnya Kurangnya iklim inovasi di Pola pemlkn'an yang masxh-
optimalnya iklim inovasi dalam pemerintahan : belum -optimal i’
dalam masyarakat dan BT '
penyelenggara "~
pemerintahan . s
Temuan teknologl dan _Temuan telmologl dan ,Temuan teknologl kurang—‘
~ inovasi belum o tunal _ Inovasi, mamh belum tepat .. bi d:terapkan - ;
termanfaatkan >0 . . - _o-guna . o el R
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa yang tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu "TERWUJUDNYA

SUMBAWA GEMILANG YANG BERKEADABAN?”, dengan kata kunci yaitu;
Gemilang dan Berkeadaban. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan misi
pembangunan sebagai berikut.
1. Sumbawa Sehat dan Cerdas
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas
pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2. Sumbawa Sejahtera dan Mandiri
Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu
menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik
(good governance).

3. Sumbawa Bersih dan Melayani

Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi
vang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
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4. Sumbawa Aman dan Berbudaya
Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha
masyarakat demi terwujudnya kesejahtaraan masyarakat, penurunan angka
kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
5. Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang
berkelanjutan.
Di dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ditetapkan
prioritas pembangunan sebagai berikut.
1. Pemenuhan Layanan Dasar;

2. Kesejahteraan dan Kemandirian;
3. Tata Kelola Pemerintahan;

4. Keamanan dan Budaya;

5. Infrastruktur;

Berdasarkan visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih serta kata kunci
dan uraiannya, serta misi dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa,
maka Bappeda Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis sesuai tugas pokok dan
fungsinya. Peran strategis tersebut berkaitan dengan koordinasi perencanaan,
penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta evaluasi dan
pelaporan,

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa
dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus
menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan,
artinya ' indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa harus diarahkan untuk
mencapai target Kkinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda vyang telah
dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan
yvang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa,
Bappeda berkontribusi untukmewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan analisa terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021- 2026
maka dapat disimpulkan bahwa dalam mendukung pencapaian RPJMD
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar, terutama dalam .
meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda
dalam upaya mendukung kinerja, dan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja
pelayanan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk
pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa diidentifikasi sebagai
berikut. '
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Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Terkait Dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah
No .- Misi RPIMD wa-.BNmmumwmb Ho—»wm:m: Faktor .
SRR AT S U YT NI s &SP I #wwvﬁn_s i -uusmrngn TR _;_.,wwgncmo:m_._., -

R IR _.me_ untuk - wmbm:.nmu &5 &&mﬂ@mnosomwmmb
EEES T SRR PR AT ST - vmmmB,cmumma yang ‘memiliki’

kelembagaan . formal -
: . ketentuan

mmm_..s_

Bappeda dengan website
pemerintah daerah

-+ ‘Masih _merswm SDM -

T Wm__.—uu cﬁﬂamubu\m voﬂm—bﬂmm..
‘ vmaonnmnmmb &ﬂbm_&ﬂ _uwm_m

I
. rasian/ sinkronisasi’ -
. perencanaan mevmsmcnma

,. mﬁmummﬁo_.

s ene

. Pengintegrasian cm_.mnomsmmb .+ Belum tersedia sistem mE_wmm.
' dan:penganggaran,. - "*%" pengintegrasian'berbasis IT

,_ vmmmS,B %mbm unmma

" Belum terintegrasinya website ~ Teknologi

_. . 2012 Tentang RTRW
¥ Adanya _
17/2003, UU No.' 25/2005, PP

ﬁoB;Bmz &5 _etos wmam

informasi  yang
semakin berkembang, sehingga
semakin memudahkan sistem
layanan perencanaan
pembangunan daerah dengan

_ . memanfaatkan IT
© " Tersedianya -
" Sumbawa No. m\moum Hmﬁmbm
.Sistem -
-, “Pembangunan : Daerah -"yang
- _yang" -diantaranya Smnmmz:..
7, - - -Mekanisme sinkronisasi- -
v e ...l ..Derencanaan antar s mmﬁcn

. Perda - Kab.

wmaomommmmb

Tersedianya Perda Kab.
Sumbawa Nomor 10 Tahun

-amanat _ UU.".No.

] |

oy -




No ~ Misi RPIMD Permasalahan Pelayanan . .~ 5, Faktor . . .
- . Bappeda . Penghambat’ Pendorong
1 2 . 3.,

N w wmzmmumﬂ_mn. SoEﬂowEm &E

3 5 RN

SIPD Perencanaan dan
?ummsmmmau

~ Standar Analisis wm_mEm secara
e won_w_.mvmsm_m

" "Belum ~ " terintegrasinya T

' Belum  ‘tersedia’ pedoman

T “Noil mn_\noao yang 89.&96?@u

evaluasi belum .noa_mwmmbm . : Y% umtuk .o %&E_Ss
 Secara &.mﬁ_m et et dio i oTeo lncpengintegrasian’c - acsistem

_ ; RS AT PR FEE peréncanaan- " dan’

h . . . . penganggaran - .

Telah tersedianya ¢ spD
Perencanaan dan Penganggaran

“Pefaturdi/Kepitisan  Bipati

yang mengatur / Bm:mﬁmc_ﬁw

S ._,\_,u_u._.anﬁmbm standar .harga; serta
oo . instriomen- - lainnya - untuk.

S IS T ﬁmnwcm_._:mn_.mnnmbmgﬁmw
__ﬁ_ __,_,_m.,._.w_&ﬁou_u#rmumaﬂmwﬁmran

Penerapan kajian dan analisis
teknokratik dalam penyusunan  dan kerjasama dengan
dokumen perencanaan belum perguruan tinggi

optimal

~ /Belum - optimalnya Ketersediaan data sektoral yang

vmnm_ﬁcm_.mm_mu\ sinkronisasi - - belam ovﬂEE mm: tidak Hmﬁmﬁ
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Telaahan Renstra BAPPENAS 2020-2024

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tabhun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 menetapkan Visi
Kementerian PPN/Bappenas “Perencanaan Pembangunan Nasional yang
Berkualitas dan Kredibel untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Sejalan dengan pernyataan Visi tersebut, pengertian Berkualitas dan Kredibel dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi
Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun

perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan
kegiatannya masing-masing;

2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan
dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara
pusat dan daerah, dan antar daerah; dan

3 kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean
governance.

Kredibel perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas
pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence
based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery
mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan

Dari pernyataan Visi tersebut Kementerian PPN/BAPPENAS menetapkan Misi sebagai
berikut:

Misi 1 Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan
pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan
kesejahteraan bangsa

Misi 2 Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan
yang efektif dan efisien

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Kementerian PPN/BAPPENAS menetapkan 3

(tiga) Tujuan yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

Misi-1:

*  Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan
mempercepat kemajuan Indonesia.

= Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan

berkelanjutan
Misi-2:
= Tujuan-3 . Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas,

akuntabel, efektif dan efisien
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Diukur dengan melihat:

- Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam
rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP.

= Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi

capaiansasaran/target pembangunan daerah dalam mendukung capaian

sasaran prioritas nasional.

Diukur dengan melihat: _

- Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Daerah
dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target Kerangka
Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan,
IPM, rasio gini) Daerah.

- Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Daerah
dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target kegiatan
prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian

sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP.

2. Sasaran Strategis untuk Tujuan — 2:
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
- Indikator Sasaran:

1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan
Nasional yang dijalankan K/L
Definisi: Rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang
dijalankan K/L adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri
PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian nasional yang
sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaérah, antarruang, dan antar
waktu dan ditetapkan menjadi kebijakan/program untuk dijalankan oleh
Kementerian/ Lembaga terkait.
Diukur dengan melihat:
o Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan

Nasional yang dijalankan K/L

2) Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang
dijalankan K/L
Definisi: Inovasi pembangunan nasional yang ditetapkan sebagai kebijakan/
program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Diukur dengan melihat:
o Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang

dijalankan K/L '
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3. Sasaran Strategis untuk Tujuan - 3:
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel
dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM
- Indikator Sasaran:

1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan
perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas
pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di bidang perencanaan
dan pengendalian pembangunan melalti penerapan kaidah-kaidah
pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.
Diukur dengan melihat;
o Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas

2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di bidang Perencanaan
Pembangunan Nasional
Definisi: Ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layana Kementerian
PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang
perencanaan dan pengendalian pembangunan
Diukur dengan melihat;
o Rata-rata hasil pengukuran kinerja pelayanan unit kerja khususnya di bidang

perencanaan pembangunan

3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
Diukur dengan melihat:
o Persentase intergrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan

pembangunan
Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian
PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut:

e Erwujudnya Indoriesiz Iéjm__ay'ahg daulat, Ldi_{i,'.d'a" Berkepribagian Be 'Askan’_G

Misi rare a pémbangunan’dalam i ‘Mengniathan kapasitas kilembagaun perendana pembangunan’
Bappenas | _ R (@ angs: _ wang efektifdan efisien..,

Sasaran
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Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun
2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:
Tujuan-1:
= Sasaran Strategis-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
perencanaan pembangunan nasional
» Sasaran Strategis-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan
nasional
Tujuan-2:
» Sasaran Strategis-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang
visioner
Tujuan-3:
s Sasaran Strategis-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/BAPPENAS yang
bersih, akuntabel dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM
Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun
2020-2024, dirnmuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran yang
akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas,
untuk lima tahun ke depan yaitu:
1. Sasaran Strategis untuk Tujuan — 1:
a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan nasional.
« Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional selain digunakan untuk mengukur
kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas,
dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan K/L.
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini diukur berdasarkan tiga aspek
yaitu:
= Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat
Definisi: Bauran program/kegiatan/proyek K/L untuk mencapai sasaran PN,
PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP baik antar
waktu, antarruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

- Persentase Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN.

- Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN,
PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP
(disamping untuk mengukur indeks kinerja Perencanaan Kementerian
PPN/ Bappenas, juga untuk mengukurindeks Kinerja Perencanaan K/L).

- Persentase Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran
RPJMN (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L)
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- Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran
Renstra K/L (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L).
¢ Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat

Definisi: Keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran PN,PP,

KP, proyek prioritas dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

- Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang
masuk dalam RKA K/I. berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP,
proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.

o Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

Definisi: Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP,

KP, proyek prioritas dalam RKP, serta Keselarasan KEM Daerah dengan KEM

Nasional.

Diukur dengan melihat:

- Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk
mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP.

- Persentase jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya
(pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini}
selaras dengan KEM nasional.

¢ Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi

Definisi: Angka ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah perencana

yang memenuhi kompetensi perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan

penyusunan perencanaan pembangunan.

Diukur dengan melihat:

- % jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi

- % jumlah karyasiswa yang lilus seleksi

- % jumlah karyasiswa yang lulus diklat gelar

- % jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar

- % tingkat kepuasan pelayanan informasi

b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
+ Indikator Sasaran : Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Kinerja pengendalian pembangunan nasional ini diukur berdasarkan dua aspek

yaitu:

s Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat
Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/bidang yang
telah ditetapkan dalam RKP.
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Telaahan Renstra Bappeda Provinsi NTB

Prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tahun
2019 merupakan tahun pertama dari perencanaan jangka menengah tahun 2019-
2023. Visi pembangunan Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Nusa
Tenggara Barat Yang Beriman Maju dan Sejahtera”, yang diimplementasikan
melalui 5 (lima) misi, yaitu ;

1) Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran
hukum, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai
nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya
serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas;

2) Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu pemenuhan hajat bidup masyarakat
mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan
lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya serta
pemenuhan aktualisasi eksistensi didan keperibadian;

3) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu terwujudnya
peningkatan hasil dan manfaat - pembangunan yang ditujukan bagi
kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan
pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi
hukum, penghormatan, dan penegakan hak hak azasi manusia;

4) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitn terwujudnya
kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat
membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan
harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber
daya alam danlingkungan hidupserta berkembangnya kearifan lokal,sebagai
daya mampu keunggulan relative terhadap wilayah lain;

5) Mewnjudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya buatan
bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan
memperhitungkan secara cermat dan bertanggung jawab bagi kelangsungan
hidup dan kehidupan generasi mendatang.

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan RPJMD Tahap ke-4 dalam
RPJPD 2005-2025. RPJM Daerah ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat
yang beriman, maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai
bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM
berknalitas dan berdaya saing. Adapun o (sembilan) prioritas pembangunan
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Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan Renstra
SKPD, sehingga bhasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan
sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra OPD serta
merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.Dari hasil penapisan yang dilakukan dari seluruh
program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 yang memiliki
keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih beberapa program prioritas yang
memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis berdasarkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pem-
bangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi
kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi
sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan
iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman
hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau
kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong
kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah
yang kondisinya telah tergolong kritis, mendo-rong perubahan penggunaan dan/atau
alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong
kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancammnya keberlanjutan
penghidupan (livelihood sustainability) sekelompck masyarakat dan/atau
meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salabh satu pilihan alat bantu melalui perbaikan
kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan
perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup
yang bertujuan wuntuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang
dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan,
rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1)
dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalamn pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana
dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan
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Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 sebagai berikut :
1. Budi Pekerti Luhur; '
2.  Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan
Stabilitas Keamanan;
Pendidikan Berkualitas dan Berdaya Saing;
Kesehatan Berkualitas;
Kesejahteraan Masyarakat;
Pembangunan dan Pemberdayaan Berbasis Gender;
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
Infrastruktur dasar dan konektivitas;
Lingkungan Hidup, Perubahan iklim dan Bencana Alam.

RN I

Struktur perekonomian daerah yang makin maju dan kokoh ditandai dengan
daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara
industri, pertanian, kelautan, Sumberdaya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan
pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi
tersebut didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan
Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan
produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan
ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga
pendapatan per kapita pada akhir periode RPJP Daerah mencapai kesejahteraan
setara dengan daerah-daerah maju lainnya dengan tingkat pengangguran terbuka
dan jumlah penduduk miskin yang makinrendah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan,Hidup,Strategis

Telaahan,Rencana,Tata, Ruang,Wilayah,(RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yangberkaitan dengan ruang,
sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana
tata runang yang berlaku. Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Perda Nomor 10
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun
2016-2021. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat
umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional,
yaitu rencana rinci tata ruang yang terdiri dari rencana detail tata ruang dan
rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis kabupaten.
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Dalam perumusan kebijakan tekmis perencanaan tata ruang, Bappeda sebagai
Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD Kabupaten Sumbawa, melakukan
kegiatan koordinasi dengan OPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan
program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Bappeda juga
berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program
baik struktur  (jaringan
transportasi,sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang

perwujudan  rencana, perwujudan  rencana
(kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis kabupaten.

Dengan demikian, maka RTRW berkedudukan sebagai pedoman bagi
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); rencana
rinci tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral lainnya. Selain itu, juga memberi
pedoman bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; perwujudan
keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, antar- daerah, dan
antarpemangku kepentingan; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri
atas: a) kebijakan dan strategi struktur ruang; b) kebijakan dan strategi pola ruang;
dan c) kebijakan dan strategi kawasan strategis kabupaten.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappeda Berdasarkan Telaahan RTRW Serta Faktor
Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya

"No RIRW Terkait Ingas - Pemasalahan :
' danthgsi Bappeda Pelayanan,
o e _-Bappeda_ -
1 2 3
1 Pelayanan - data--"f’“ dan .. Belum - optimalnya, -Data sektoral masih belum < UU Nomeor 14 Tahun
Ch mformas1 peta 7.n o ketersediaan - data’ vahd : - z ~.;.2008"tentang Keter-
. dan peta ' " bukaan - Informasi
s i - “publik
",-szata-data . lokasi - - Telah terbentuknya
- “Pembangunan yang - -Pusat Informasi Spa-

: "'“':-"dllaksanakan perang- kat.
"+ daerah - belum seluruhnya

-sial Kabupaten di

‘;';Data dan perangkat

- ‘daerah teknis belum optlmal 2017 tentang
© A untuk - . Informasi Geospasial
dlsaglkandalampeta - Perpres Nomor 27
~.tematis _ ~. “tahun 2014 tentang
L : .~ Jaringan * Informasi
o : o e+ =< (Geospasial Nasional
2 Pengendalian penataan, Belum optimalnya Keterbatasan sarana dan UU Nomor 26 Ta-
emanfaatan dan eva koordinasi BKPRD prasarana hun 2007 tentang

_ luasi pemanfaatan Ruang

~ Penataan Ruang
Perda Nomor 10

tahun 2012 tentang
RTRW Kab. Sumba-
wa
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atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana
dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan
hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus
dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk
memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan
kebijakan dan program pemerintah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan perangkat daerah untuk
melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang
tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan,
dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam
pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah
adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebib besar atau sebaliknya,
dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Isu-isu strategis
berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di
masa depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dapat diidentifikasi
beberapa hal sebagai berikut.
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Validitas dan reliabilitas data sektoral

untuk perencanaan pembangunan
PPM.

L Keterserapan
-~ melalui Musrenbang bidang PPM
i pembangunan pada OPD bidang

‘i PPM

asplras.1 masyarakat

dokumen perencanaan

. mmeral

Merumuskan dan melaksanakan perencanaan'
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+.." lingkup hidup;:pekerjaan umum, penataan- ruang,
- ‘perumahan, perhubungan, komumka81 dan

informatika, kehutanan, energl dan sumber da&é
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Keselarasan dokumen perencanaan
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Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Penehtlandanpengembangan sistem
bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

perencanaan  pembangunan, serta koordinasi *Pengembangan Inovasi Dacrah

pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan Sistem informasi perencanaan pemba-

evaluasi perencanaan pembangunan daerah ngunan Daergh berba513 IT‘ .

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait

dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang

berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat

ditetapkan isu strategis Bappeda Kabupaten Sumbawa yaitu :

Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM perencana;

Keselarasan dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya;
Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan OPD dan dokumen
perencanaan lainnya; |

Keterserapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang;

Ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data
(statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (T1);

Pengembangan inovasi daerah.

Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan

pembangunan.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN SUMBAWA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda membuat Tujuan dan Sasaran

yang terdiri atas 4 (empat) program yang termuat dalam indikator pada tabel dibawah.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Indikator Target Kinerja Tujuan/
Tuj uaii Sasaran Tﬁj uai/ Sasaran Pada Tahun Xc-
Sasaran 1 2 3 4 5
Q1) (2) (3) 4) 5 | 6) | (7 | (8)
, Menmgkam:ya haS'u N '
‘penilgian - © _' N , S
akuntabilitas lmcr'a " -| Peningkatan Nilai TUEE E F e
Badan Perencanaan, - SAKIP Pemngkat 82481835 | 84,5 | 856 1866
) 'Dov\n! hnn r‘nn q . - R
. Pengembangan S -
B Dae_wﬂ': : PR e
Peringkat 1 dalam
penilaian
e L Perencanaan 1 1 1 1 1
" Meningkatkan Kmerja Pembangunan
.- Perencanaan,: Daerah
- Penelitian: dan’
Pengembangan _I)ael_'ah o ) Persentase. CapaJan
dengan Peningkatan | Meningkatnya kualitas | ginerja -
Kualitas Pelaksanaan perencanaan | penyelarasan
ReformaSI Blrokram pembangunan daerah | pokumen - -
Perencanaan i h ol 0 o
Perangkat Daerah ~ |-100%'{ 100%.| 100% | 100% | 100%
dengan Dokumen S - -
Perencanaan:
- Pembangunan
, ‘Daerah Bidan
_PPM,PSDAdanTK _
Meningkatnya kualitas | Tcpnekatan Skor
. : elks Ingvast 40 45 50 55 80
inovasi daerah Daerah

Keempat indikator kinerja tersebut mencerminkan hasil yang ingin dicapai oleh

Bappeda selama rencana jangka menengah yang telah ditetapkan. Dapat dilibat pada di

atas bahwa terdapat peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada peningkatan nilai

SAKIP merupakan program yang harus dilaksanakan oleh sekretariat. Adapun

nominator 3 besar merupakan program yang dilaksanakan oleh bidang P2EP2.

Sedangkan untuk capaian kinerja keselarasan dokumen merupakan tanggung jawab 3

bidang yaitu Perencanaan Péfribangunan Manusia (PPM), Perekonomian dan Sumber
Daya Alam (PSDA) serta Infrastruktur dan Kewilayahan (IK). Indikator terakhir adalah
urusan bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan
peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya,
Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada
koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur
maupun masyarakat. Oleh karena itu penentunan strategi yang tepat menjadi sangat
penting,

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan
menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai
pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Sumbawa secara
keseluruhan. Dengan demikian, maka strategi adalah langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai

‘sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka

kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.

Gambaran keterkaitan Visi dan Misi RPJM, tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan pembangunan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa
disajikan sebagai berikut. Bappeda memiliki tujuan yaitu meningkatkan kinerja
perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan peningkatan kualitas
pelaksanaan reformasi birokrasi.Untuk mencapai tujuan diperlukan sasaran agar arah
pemerintah daerah tidak melenceng dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
terkandung di dalamnya. Adapun sasaran yang dimiliki oleh Bappeda yaitu
meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah dengan peningkatan Kkualitas pelaksanaan reformasi
birokrasi, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta
mendapatkan kategori kabupaten inovatif pada Innovation Government Award.
Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi
merupakan langkah-langkah yang harus diambil oleh perangkat daerah agar sasaran
tersebut dapat tercapai. Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah harus sejalan
dan seirama dengan stra’tegg, sehingga diharapkan hasil yang ingin dicapai tidak akan

melenceng dari rencana kerja.-
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Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Visi - H.oneq&:n—:uﬁ m::-_umsﬁ Gemilang Yang] wnu.ram&mvmb
, E-m- ..w mﬁa—.ﬂsﬁ wmuu._.. &5 Melayani :
| No ._.&5: , | m%ﬁ.a: S - Strategi_
1| 2 . .3 - 4 o
1 Zoaumwﬂwmu Kinerja Meningkatnya hasil Memenuhi rekomendasi Em_mwcwﬂ_ B@uzoaum dan .
Perencanaan, Penelitian penilaian akuntabilitas evaluasi SAKIP Perangkat evaluasi kinerja agar tetap sesuai
dan Pengembangan Daerah | kinerja Badan Daerah dengan target yang telah
Dengan Peningkatan Perencanaan, Penelitian ditetapkan
Kualitas Pelaksanaan dan Pengembangan Daerah
Reformasi Birokrasi _
ngum_SEwm Hﬁm_;m - |‘Memenubhi standar kualitas . - | ?:Emwﬁmu ‘koordinasi © dengan
Perencanaan - - .| RKPD tahun ,cmuwmummn | OPD - terkait ¢ mowEmmm tercipta
vmavmmmg.ﬁ. mmmwm_u N wm:_vmumcums - daerah . yang
. e ﬁmm.muomsm _ :
Meningkatnya kualitas Mendorong inovasi perangkat Melibatkan vm_.gm& ng
inovasi daerah daerah yang memenuhi aspek | stakeholder agar tercipta inovasi

kualitas inovasi daerah

daerah yang berkualitas
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah Kkebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD.

Implementasi program dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui kegiatan-
kegiatan sebagai serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai
hasil (outcome) suatu program.

Untuk menggambarkan keselarasan antara sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan serta indikator dan target pendanaan indikatif dalam
dokumen rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021-2026, disajikan tabel-tabel berikut.

Tabel 6.1
Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021—2026

_Sasaran -. Strategl o Keb"akan ,‘ _ ngramdanKegmtan_

s

Menln_gkatnya hasﬂ Memenuh.i Melakukan ;_Pro'gram Pexiimjang,UruSzi'n

penilaian rekomendasi monitoring dan  : Pemerintahan Daerah ==

akuntabilitas kinerja  evaluasi SAKIP evaluasi kinerja Kabupaten /Kota

Badan Perencanaan, Perangkat Daerah  agartetap sesuai ;-

Penelitian dan dengan target yang;

Pengembangan telah ditetapkan | i e )

Daerah Perencanaan," enganggaran,». dan
Evaluas: Kmerya -Perangkat Dderah
Adrmmstrast Keuangan Perangkat
Penyedtaan Jasa Penmyang Urusan
Pemenntahan Daerah S

. Pemehharaan Barang Mlhk Daerah N

Penunjang Urusan Pemenntahan '
Daerah

Meningkatnya kualitas Memenuhi Peningkatan Program Perencanaan,

perencanaan standar kualitas koordinasi dengan Pengendalian Dan Evaluam e

pembangunan daerah RKPD tahun OPD terkait Pembangunan Daerah T

berkenaan sehingga tercipta = T
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Meningkatnya kualitas Mendorong

inovasi daerah inovasi perangkat
daerah yang
memenuhi aspek
kualitas inovasi

s daerah

",

6.2. Pendanaan Indikatif

pembangunan
daerah yang
terencana

Melibatkan
berbagai pihak
stakeholder agar
tercipta inovasi
daerah yang
berkualitas

I

Penyusunan Perencanaan dan
Pendanaan S %

Anahszs Data dan Infonnasl" :
Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengendalzan “Evaludsi dan Pelaporan." .
Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah

Program Kbordmam Dan
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah -

Koordinasi Perencanaan B:daﬁg
Pemerintahan. dan Pembangunan
Manusw ' .

Koordmam Perencanacm Bzdang -
Perekonomtan dan SDA (Sumber Daya
Alam) e _ :

Koordma.';t Perencanaan Bzdang
Inﬁ'astrukwr dan Kewtlayahan .

Program Penehuan dan
Pengembangan Daerah )

St

7

Penelitian dah’PéngembanQan Bidang _
Penyelenggardaan Pemerintahan dan
Pengkajtan Peraturan S '

Pengembang n Inovam dan Teknologz

-

Uraian mengenai pendanaan indikatif dalam jangka menengah dari setiap

program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Bappeda memiliki 4 program yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan

meningkatkan kinerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan

peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Pendanaan indikatif ini
merupakan gambaran anggaran yang dibutuhkan oleh perangkat daerah selama lima

tahun untuk rencana pembangunan jangka menengah. Tiap program akan

dilaksanakan oleh bidang yang terdapat di Bappeda sesuai dengan urusan dan

]

koordinasinya. Di dalam tabel dibawah juga dimasukkan target yang ingin dicapai

selama periode RPJMD lima tahunan sehingga perangkat daerah dapat menunjukkan

- kinerjanya.

52




Tabel T-2.27.
Rencana Program, Kejlatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Penclitian don Pengsmbangan Daerah
Kabupaten Sumbawi

P ]

9

10

._.,.‘"
Meningketian

Program Peau),

! 5 B
|Meningkatnya |1 _m. gh Nkl SAKIP 248 . 5,486,950,315 A5 _§,035,615,348 N
kinarjs hasll paniial . P shan Dasiah ~  |Bappeda - ... Lo phmid o e s : =, :
P ;| akmntubiiitas I Kabuputed /Kota - - . R LE : BT : - AT N RN ML . RS BN i
Fonalitan dan | kineda Badan [L.t | Perencasisn, Jumiah rlokumen perencanaan 11 Pokuman 68,104,396 11 Dekumern 75,744,836 1t Dol 83,374,319 11 Dokumen 91,711,754 11 Doku nen 100,882,926 110,971,719
P b Po 1 Fenganggaran, der dan evaliasi kineds perangkst
Dasrah dengar: | Penaltian dan Evakuast Kinetfa Parangiat {daerah ying di susun
paninjiatun Pengemnbanga dnerml
kusiitas n Damaly 1.1.1 jPory Dok Dok L 2 Dokumesy 3,199,068 2 Dokutmen 4337975 2 I 4,826,772 2 Dokumen 5,302 4%0 2 Dol en 5,840,394 2 Dokumer 6,424,434
*'IESEI |Perencanaan Perangkat Daerah |Perangket Daerals
Refonnast
Blroloash 1.1.2 {Koord 1an Py Dok REKA-SKID 1 Dokumen 13,135,788 1 Dckumen 15,219,367 1 Dobumen 16,741,303 1 Dokumed 18.41: 434 1 Dokunen 0,256,977 1 Dolumer 22.282875
D 2kumen RKA SKPD
1.1.3 {Koordinas! ran Peny Perutakan RXA- 1 Dokumen 14,128,288 1 Dekumer 15,651,117 1 Dolumen 17,216,220 1 Dokumen 18,937,851 1 Dokumen 20,831,636 1 Dokumen 22,914,£00
Dkumen Perubiahan KA SKPD |SKPD
114 Koordl can P Dod DPA-SKI'D 1 Dolumen 8,195,320 1 Dckumer 9,554,852 1 Dolumen 10,521,337 i Doknmen 11,575,471 3 Doku e 12,730,618 1 Dokurser 14,003,500
BA SKPD
1LLS |Koordi ean Peny L DPA- 1 Dokumer| 12,400,616 1 Deckumer 13,830,678 1 Dolumesn 15,245,745 1 Dolimen 16,771,420 1 Dok me 18,448,562 1 Dokumen 20,293,418
Perubahan DPA SKPL: SKPD
116 |Knordinas! can Pe: Hasll Capaian Kinerja 1 Dolumer 7,555,500 1 Deckumerf 8,311,050 1 Dolumesn 9,142,155 1 Dokimeny 10,05¢,371 1 Dok ner 11,062,008 1 Dokumen 12,168,208
Liporan Capaian Kinerja dan  [dan Tkivtisar Realisrel Fslk/
Ikhitisar Rez feas) Kinerla SKPD_| Keuanga ) Bapped:
LL7 [Evatuast Kinesa Perer gkat Dokumen Evaluas 4 Dokumen 7,199,816 4 Dckumer| 8,799,798 4 Dolurmen 9,679,777 4 Dokumen 10,644,755 4 Doku ner 14,712,531 4+ Dokunen 12,883,764
Dserah Perangkzt Daerah
1.2 | Admiststriosl Kevargan Jumlah fckumen administras 18 Dokumen 4,469,-127,196 18 Dckumen 4,916,339.916 18 Dolumen 5,408,006,907 18 Dokimern 5,948,807,598 18 Dokumen ,543,688,358 A Dokunien 7.198,057,193
FParanghat Dapral kevangan dastah yang
dlaksanckan
1.21 |Punyediaan Gajl dan Turjangan| Dokumen Pembayaran Gaji dan 1 Dokumer|]  4,377,798,207 1 Dckumenl  4,615578,028 1 Dolwmer|  5297,135830 1 Dokimerf  5826,8%,414 1 Dokurner|  6,409,534,355 1 Ookumeny 7 050,487,190
A L an Pegaveat
1.22 | Poryediaan Administrasi Dokumen Admintstrasi 1 Dokumen 63,975,00¢ 1 Dokitmen 69,312,500 1 Dolumen 76,320,750 1 Dokimen 83,95 825 1 Dokumer 92,346,108 1 101,582,£18
Polaksanaan Tugas ASN Petaksanasn Tugac ASN !
123 Ak Py h Dok F dan 2 Dokumen 424,891 2 Dckumen 5,037,380 2 Dolumen 5,596,118 2 Dokmen 6,155,730 1 Dokumen 6,771,303 2 Dokurer| 7,448,543
dan Penguiian/Verfiis! Pengujian/ Vertfikasl Keuangan .
Kiwuangan SKPD SKPD
124 sl can Pek Dok Pelal 1 Dokumen 4,958,500 2 Dckumen 5,454,350 2 Dolumer| 5,999,765 2 Dokumen 6,59¢,764 2 Dokunen 7,258,740 2 Dokurmen 7,985,714
Algntans) SKPD Akuntan:d SKPD
125 |Koordinasl can Peny Dok K Akhir 2 Dokumen 8,027,298 1 Dckumen 8,270,028 2 Dolumen 10,197,031 2 Dokumen 10,216,734 2 Dokymen 12,338,407 2 Dokunen 13,572,248
Lhporan Kaiangan Akhir Tahun | Tahun SEPD
*m._n.a
126 P dolaar dan Pemyiap Dad h dan 2 Dokumen 5,526,000 2 Dekumen 6,138,600 2 Dolumen 6,907,468 2 Dokumen 7,48¢,206 2 Doku men 8,237,027 2 Dokumen 4,060,729
_F._._-.. Tanggapan Peineriksaan | Penylapsn Bahan Tanggapan
| Pemerikgazan
1.2.7 |Koondinasi can Pemywsunan Dokumen Koordinasi dan 4 Dokumen 3,489,320 4 Dckumen 4,278.252 4 Dolumen 4,706,077 4 Dokumen 5,17¢,665 4 Dol men 5,694,353 4 Dokumen 6,263,789
Liporan Keuangan Peny Laporan
Bukznan/Trtsul I3 Butk Trivulan;
SKPD |SKPD
128 |Penyusunar Pelapora1 dan Dokiumen Peryusuran 4 Dokumen 1,127,960 4 Dekumen 1,130,778 4 Dolumer| 1,243,856 4 Dokimen 1,365,241 4 Dol ners 1,505,066 4 Dokumen 1,655,572
Anabisls Projnosis Rez iisasl Pelaporan Anafisls Yrognosis
Andgaran, Realisag! Angaaran
1.3 | Administrasl Unzem Jumtah fokumen 2 Dolumen 287,020,436 9 Dckumen 315,702,480 9 Dolumen 347,254,720 9 Dokumen 382,02<,200 9 Dokunen 420,226,620 9 Dokumen 462,249,282
Perapgiat Daareh perranggungiawab:n
penyelenggaraan administrant
umum pirangkat daerah yang
i susun,
131 [Penyedlsan Kompane 1 Dokumen Komponen Instaizsl 1 Dokumen 5,159,750 1 Dekumen 5,675,725 1 Dofumer 6,243,298 1 Dolamen 6,867,627 1 pokuner 7,554,390 H.Dar._:.n._, 8,309,529
Ir stalagl Listril/Penerangan | Listrik/Penerangan Banguan
__IBangunan Fantor Kattor_
u (. 53 n " 3
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1.32 |Penyedlaan Peralatan dan Dokumen Peralatan dan 1 Dokumer 45,328,900 i Dekumer] 49,851,730 1 Dolumen 54,847,969 1 Dokumen 60,332,766 1 Dokuner 66,366,042 1 Dokumer 73,002,647
Porlengkaps n Kantor Perlenglipar Kant i
133 |Penyadidan Barang Cetekan Dokumen Barang Cetakan can 2 Dokome 2,141,750 2 Dckumen 3,015925 2 Dolumen 3,317,518 2 Dokumen 3,645,269 2 Doku men 4,014,196 2 Dokumen 4,415£16
dirn Penggandsan Penggan-taan
134 |Penyadiaan Bahan Bazasn dan | Dekumen Bahan Eacaan dan 1 Dokumer| 8,125,000 1 Dclumen 9,151,900 1 Dolumen 10,978,09¢ 1 Dolammeny 15,087,899 1 Doku nen 12,194,489 1 Dokumeri 13,413,538
P Perundang undangan| Py Pesunda 1g-und:
135 |Fasiftasi Kurjungan Tamu Dokumen Fagiiltas) Xunjung:n 1 Dokumen 12,289,478 1 Dikumen 13,518,426 1 Dolumen 14,870,268 1 Dokumen 16,357,295 1 Dok mer) 17,993,025 1 Dolumen| 19,792,227
Tamu
136 |Pomyekenggaraan Rapat Dokunien Rapat Kordinas! dan 2 Dokumer 158,436,100 2 Deckumen 174,279,110 2 Dotumen 191,707,681 2 Dokimer 6,878,499 21 Delainen 231,966,294 2 Dokurer| 255,162,623
Knordinas! can Konsu tas! SKPD | Kensultaii SKPD
13.7 |Penatausahaan Arip Dinamls | Dokumen Arslp Divamis Pada 1 Dokumen| 54,735,458 1 Dechu 60,279,004 1 Dolumed 66,229,904 1 Dokumen 72,852 895 1 Dok nen 80,138,184 1 Dakurien 88,152,(02
pada SKPD SKPD
14 |Pecyatizapn Tara Jumiah fokumen 2 Dokumen 302,976,988 32 Dekuner 333,274,687 32 Dokumen 366,602,155 32 Dokumen 403,262,371 32 Dolumen 443,588,608 32 Dolunien 487,947,469
Penvuisoe Urvsea pertanggungiawab.tn
» Aan Oaewh  |penyesiann jasa penuniang
urusan pemerintahan daerah
|vana di susim
141 Punyediaan Jasa Surat Dokurnen Jasa Surat-menyurat 25 Dokumen 31,420,738 25 Dchumen 34,552,812 5 Dotumen 38,019,093 25 Dokumen 41,821,002 25 Dokunen 465,003,103 15 Dokumen 50,603,413
Memyurat
142 |p Jasa K Dok Jasa Komunf 3 Dokumen 128,270,000 3 Dekumen 141,037,000 3 Dolumen 155,206,700 3 Dokumen 170,727,370 3 Dokumen 187,800,107 3 Dokurien 206,560,118
| |Sumber Dava Al dan Listrik | Sumberdava Al dan Listtik
143 (Ponyediaan Jasa [ dan | Dak Jasa Peralatan dan 3 Dokumen 83,266,800 3 Dckamen 91,615,480 3 Dolumen 100,777,020 3 Dokumen 110,854,731 3 Dol nen 121,940,204 3 Dolnenen 134,134,524
Purtengkape n Kantor | Perlengieapan Kantye
144 (Penyediaan Jasa Pelavanan Dokurmen Penyed{san lass 1 Dokumen 59,799,450 1 Dekumeys 65,929,395 1 Dolumer 72,539,335 t Dokumen 79,685,268 1 Dolaumer 7,045,195 1 Dokumen 96,629,714
U num Kanior | Pefayanan Umum bantor
13 | Penwiibarsas Harsng Mk | Jumiah dokumen o Dolumen 358,621,300 9 Dckumer 394,433,430 9 Dolumen 433,931,773 9 Dokumen 477,32¢,950 9 Dol nen 525,057,945 9 Dokumen 577,563,190
Daerad Penuwjany Urissn |pertanggungiaeabin
Pemerintalian Daeah | pemeliharzan bara 1g mik
151 Penyediaan Jasa Pemziharaan, | Dokumen Jasa & Dokumer 199,116,300 4 Dckumen 219,577,930 8 Dolumen 241,535,723 & Dokumen 265,66¢,295 B Dokuner 292,258,225 8 Dakimery 321,484,(47
Biaya Peme jharaatt, {an Pajak |Pemelharaan, Blayi .
Kindarean Peroranga Dines  (Pemeliharaan, Pajalc dan
#lau Kendaraan Dinas Jabatan |Perzinan Kendarain Dinas
152 |Pumeliharain/Rehabiitast Dokutnen pemellhzraan 1 Dokumer 159,105,000 1 Dckumen 174,915,500 1 Dolumen 192,396,050 1 Daokumen 211,638,655 ! Dokumner 232,199,221 1 Dokuren 256,079,143
Gzdung Kartor dan Bangunan | /rehabilitasi Geduny Kartor dan
Litoya Banqunan tatnnya o
Ments gk 2 Program P Peringkst 1 datsm petiital 1 " 1,548,139,713 1 - 1,702,953,684 1 1.873,240053 | . & zo60,57:058 | 1 3,266,631,354 5. 2403,294,c89 | D oW
kuailtzs Prngendalian Dan fvat Par Pamh + . Perancanaas; i
perencanesn | J man Duaerab ] - Pang endualtan
pemb T _ S el . " L o s R B g dan byatuasi |~
|daerah 21 |Pesyiursunan Perencanamn | lumish d skumen perencanaan 7 Dokumen 1,013, 566,693 7 Dokumen 1,114,923,362 7 Dokumean 1,226,415,699 7 Dokuinen 1,349,057,268 7 Dokutr an 1,483,962,095 7 Dokumen 1632,359,:95 | Perdangan
dan Pendivasn pernbeng nan daersh yang di an Dasrsh
AJsun
2.1.1 [Anallsis Kone s Daerah, Dokumen rancangan awal 1 Dokumen £4,:143,000 1 Dokumen 70,839,500 1 Dokumen 77,978,450 1 Dokumen 85,776,295 1 Dokurr en 94,353,925 1 Dokumen 103,793,217
Pimasalahan, dan lsu Strategls [ RPIMD/RIPD !
Pembangunzn Daerah i
2.12 | Koortnes Punelah " Dok hast sink 1 Dokumen 118,417,500 1 Dotumen 128,059,250 1 Dokumen 190,865,175 1 Dokumen 154,951,693 1 Ovkumen 170,446,882 1 Dokuren 187,491,148
P bang. nan kebijak )
Daerah dengwn Dokumen
Kuhilakan Lainnva
2.1.3 | Pedsksanaan Xonsultas! 2ublik Berita Ac w2 Konsultasi Publik 1 Dokumen 63,150,240 1 Dokumen 69,575,264 1___ 1 Ockumen |  76532,790 1 Dokuiren 84,185,069 | 1 Dokuwen 92,604,676 1 Dokumen 101,965,144
2.1.4 |Kacrdinast #elaksanaan Forum Berits A< sra Forum Jntas 1 Dokumen 52,449,700 1 Dokumen 57,254,670 1 Dokimen 62,960,137 1 Dokumen 69,276,151 1 Dokur en 76,205,966 1 Dokumen 83,826,162
SKPD/Lintss SKPD Perangkat Daersh
215 [Polsksansan Musrenbarg Berita A< ira Kesepa tatan 1 Dokumen 309,677,025 1 Dobumen 340,644,728 1 Bokumen 374,709,200 1 Dokuinen 412,18¢,120 1 Dokum en 453,398,132 1 Dokumen 498,737,546
Kabupeten/rota {Musrenb:ng Kabupsten
2.1.6 |Penylapan: Bahar: Koorcinasi Jumlak B :rita Atara Kesepakaten 1 Dokumen 103,143,648 1 Dakumen 119,238,233 1 Dokimen 131,217,056 1 Dokuimen 144,338,762 1 Dakum en 158,772,638 1 Ogkumen 174,649,502
Musrenbang Kecamata: Musrenbang Kecami tan
2.1.7 | Koordimasi Permyusunan dan Jumiah ddkumen 1 Dokumen 299,293,380 1 Dokumen 329,211,718 1 Dokumen 352,132,890 1 Dokunen 398,346,179 1 Dekurren 438,190,797 1 Dekuttion 461,998,£76
Pe paci Dok Pe APIMD/Perdbahan R2IMD dan
Pembangunin Daerah RXPD/Per shahan RK D
Knbupaten/kots
22 | Acaiisis Dote den Jumlah diclkumen hail analisis ¢ ata 3 Dokumen 220,109,020 3 Dokumen 42,119,922 3 Dakumen 266,331,914 3 Dokuinen 292,965,106 3 Dokumen 322,261,616 3 Dokumaen 354,487,578
Informaal Pemesintaban  |daninfornasl bidany: perencanian
Daorzk Bilsng pembang snan daerzh yang di
Perencanzan susin
Peambangtoan Deerah
221 |Ansfils Data dan Informas! Dokumen hasil anall:ls data dar 1 Dokumen 5,522,300 1 Dobumen 54,914,530 1 Dokumen 60,905,583 1 Dokunen 56,44¢, 581 1 Dokun én 73,091,739 1 Dokumen 80,400,563
Pirencanaan Perbang. nan Infamisi perencanam
Daerah pembang man daersh
" .- 54 v ﬂ - »
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2.2.2 {Pemblnaan can Pemanfaatan Data | Dokumen pemanisa:en data den 1 Dokumen 69,678,000 1 Dokumen 48,645,800 1 Dokumen 108,510,380 1 Dokumnen 119,361,418 1 Dokuft en 131,297,560 1 Dokumen 144,427,216
dan Informa:) Perencanaan Informasl perencanasn
Pembangunz n $KPD perancanaan pemba 1guhan
22.3 Profll Pemt E&l profit pemb 1 Dokumen 80,208,720 1 Dokumen 88,559,592 1 Dokumen 97,415,551 1 Dokumen 107,157,106 1 Dolewsr en 117,672,817 1 Dolamen 129,660.099
hecrah Kabupaten,Koti daerah
23 |Poupesdsfan, Evaivasi dan [lumiah dokumen  evaluasi dan) 9 Dokumen 314,764,000 9 Dokumen 345,910,400 9 Dokiimen 380,501,440 9 Dokumen 418,551,584 9 Dakumen 460,906,742 9 Pokumn 506,447,417
FPalaporsn Bidang pelaporar perencanaan
Perencanian pembang ian  dasrah yang di
FPembanguasn Dasrs: SUEUN
231 Im._u gend P laporan Lasi 1 Dekumen 74,550,000 1 Dobumen 81,735,000 1 Dokumen 9,963,500 1 Bokunen 98,95¢,850 1 Dokurren 108,855,835 1 Cokumen 119,741,419
Perencansan dan Pelak: anaxn koovdinaei/sinkronls isi
Pembangunin Daersh ci
L‘Eb_o.- %
232 |p dian ok Lgporan  pelaksanaas 1 Dokumen 45,423,600 1 Dabumen 54,355,300 | 2 Dokumen 50,801,830 1 Dokumen 65,762,013 1 Dokur en 72,360,214 1 Dokumen 19,598,236
Kerjasama D:erah kerdjasam =
23.3 |Monltoring, livatuasi da ou_ea._.” ._ﬂn__a; hesil monev] 7 Dokumen 190,391,000 7 Dokumen 209,750,100 7 Dokumen 230,736,110 7 Dokuinen 253,80¢,721 7 Dokur an 279,190,693 7 Dokumen 307,109,762
Penyusungn Laporen Berkala berkala plaksanaan pembangunah
Pulaksanasn Pembangu van dasrsh
Diarah - -
3 Frogram Keord) Dan |P Capsian Kinerja 100% 2,919,170,235 | 100% 3,211,857,259 | 169% 3,533,042,984 | UM% ,..._\&h.abom 1005 4,274,902,011 _..1.8 A‘uﬂ.g.u..m
- |Stikronisast Perentanaan  [Peaystarasan Dokutvee . . o —
iPumbangunan Dasrah - |Perencanazn Peianghat
B ‘| Daerah Dangen Dokumen ! h din
. - |Perencanaan Peinbanguasn - P . Pemn bangune |-
Dacrih Bidang PPM, PSDA . g " P SURURT A SRR peipe o |WMenEEN L
: LI S i A I L et s e i SR O ) Shat e |7 e o) L " R W y - e =
3.1 | keordinas! Pereticinsan Jumlah d skumen restrafrenja 8 Dokumer t, 114,011,326 & Dokumen 1,225,852,461 8 Dokumen 1,348,437,707 8 Dokuthen 1,483,281,478 8 Dokur en 1,631,609,625 & Dokumen 174,770,568
Bidang Pemsarintahas dan  |OPD mikra koordinast perencan.san
Penbang Mazosts  |bidang van dan
pembang inan manusia yang
selaris dengan RPIMD/ RXPD
3.1.1 |Keordinas! Pinyusunan Dokumen | Dokumen laparan h il keordir asl 1 Dokumen 93,978,000 4 Dobumen 103,375,800 1 Dokumen 113,713,380 1 Dokunen 125,08,718 1 Dokum et 137,593,190 1 Dokuman 151,352,509
Purencanaan Pembangi nan penyusunan dokumen
Daerah Bidaig Pemerin ;ahan pembang :nan daerah bidang
[FPIPD, APIN D dar: RKP ) pemetintahan
312 |Adstensi Peryusunan Dokumen | Dokumen lsparan/ setutensi/ 1 Dokumen 40,961,390 1 Dokumen 45,057,529 1 Dokumen 49,563,282 1 Dokunen $4,51¢,610 1 Dokutr en 59,973,571 1 Dokumen 65,968,728
Perencanaan Pembangt nan ‘berita acara hasil asktens
Porangkat C: ersh Bldarg Gokumen parencanian peranghat
Pemerintahan daerah bilang pemerimtahan
3.1.3 |Peiaksanasn Monftaring dan Dokumen laparan h skt 1 Dokumen 74,713,050 1 Dokumen 62,154,358 1 Dokumen 90,402,791 1 Dokumen 99,442,070 1 Dokumen 109,367,377 1 Bokarmen 120,326,314
Evaluasi Penvusunen Dokumen  [monitorirg dan evaliss!
Perencanaan Pembacgs nan penyusunan dokumen
Perangkat Deerah Bidang pErdnean. in perang at dacrab
314 oo o Dokumer e Tookumen | 129,512,500 | " Toobumen {  12AD750 | Lookmen | 156710125 1 Dokwen | | I23038| 3 Dukmen | IBG10.251| 1 Dokmn|  2@sL37
dan Harmanisas Perencanasn perencanian pemba gunan
Pembangunz n Daersh Pidang dacrah bliang pernerintahan
LS e y laporan h isll koordir asl 1 Dokumen 205,144,388 1 Dokumen 225,758,827 1 Dokumen 248,345,709 1 Dokumen 273,160,280 1 Dokumen 300,498,308 1 Dokumcn 330,548,139
Pur ' Pembange nan dokumen
Dagrsh Bidarg Pembanyunan pembang snan daerah bidang
{Manusia (RP.#D, RPIMD dan pembang snan manusla
| |RiPOI
3.16 |Audstensl Peryusunan Dakumen | Dokumen laporan/ notulens!/ 1 Dokumen 51,952,500 1 Dokumen 57,147,750 1 Dokumen 62,862,525 1 Dokumen 69,148,778 1 Dokur en 76,063,655 1 Dokunen 83,670,021
Putencansan Pembang nan berits acara hasll ask tenat
Prrangkat Di erah Bidang dokurren perencansan peranghat
Pembangun: n Manusla daerah bi jang pembangunan
3.17 | Pelakcanaan Monitoring dan Dekumen laporar hiail 1 Dokumen 108,307,500 | 1 Dobumen 119,636,250 | 1 Dokumen 131,652,075 | 1 Ookumen 14482:,783 [ 1 Dokuren 159,305,061 | 1 Dokumen 175,235,167
Evalugst Pemnusunan Dokumen  fmonitorir g das evaluasi
Perercanasn Pembangl han penyusunan dokumen
Porangkat Dyersh Bidang PErENCanan parang<at dsersh
318 naa_i Pulakeanazn Sinerght v hasil h e 1 Dokumen 469,142,000 1 Dokumen 450,156,200 1 Ookumen 495,182,800 1 Dokuinen 544,703,102 1 Dokuren 599,171,212 1 Dokumen 659,088,733
din Harmodisas! Perencanazn perencanaan pemmbaigunan
Pembangunin Daerah Eicang daersh bidang pembangunan
Pembangunin Manusle manusla
M » 55 o = a b
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3.2 | Aoordlnasi Perencapssn  [lumish dukumen pa encansan 20 Dokumen 1,059,490,119 20 Dokumen 1,165,830,131 20 Dakumen 1,282 479,144 20 Dokumen 1,410,727 058 20 Dokurven 1,551,799, 764 40 Dokumen 1706,579,741 | Bidring
Bidsng Perak dan {bidang perek dan SDA ndas
SDA (Sember Days Alant)_ |yarg disuon
321 [k § | Dokuimen Dokumen laporan h:sil keardin sl 3 Pokumen 66,.19,972 3 Dokumen 72,711,969 3 Dokumen 80,005,166 3 gokumen 88,00%,682 3 Dokumen 96,806,251 3 Dokumen 106,486,£76 Qu-.-u__”&hw!: .
P . dok ’
F 1P nan ¥ \an
Drserah Bidang Perekoniymian pembang inan daerzh bldang
{RPJPD, REMY D dan RXPY) perekonomisn
32.2 |adstensl Paryusunan Dokumen | Dokumer laporan/ motulensif 3 Dokumen 45, 184,872 1 Dokumen 49,713,355 3 Dokumen 54,673,695 3 Dokunen 60,141,065 3 Dokum en 66,155,171 30 72,7708
Perentanaan Pembang. nan berita acara hasH ask tensi
Purangkat Dz evah Bldang dokumen perencanean peranghat
Pr:rekonomizn daerah bi-dang perekanomian
32.3 |Pulaksanaan Monitoring dan Dokumen laporen he sit monitering 5 Dokumen 48,063,572 § Dokumen 52,859,929 5 Dakumen 58,156,922 5 Dokuinen 63,977,614 S Dokuren 70,369,876 5 Dokuman 77,406,£63
Evaluasl Pemruusunan Dekumen  fdan evaluss peryusunan
F F gL nan perencanasn perangkst
Purangiat D:erah Bidang daerah bllang perekonomian
Prekonomin P
324 P Sincrgitas {Deikurvan Fasll Farmonisas 1 Dakumen 715,166,052 | 1 Dobumen 745,737 | 4 Dokimen 856,201,311 | 1 Dokamnen 9REUA2 [ 1Dokuven | 1,043,103,58 |  10okumen [ 1152913545
dom Harmonisas Parencanaan perencansan pambangunan
Pembangunen Daerah Eldang daerah bHang perekonomlan
Pr.rekonomlan
325 [koordinasi Peny Dok Dok t Inpacar: hesil knordinasl 3 Dokumen 100,207,198 3 Dobumen 150,227,918 3 Dokumen 121,250,710 3 Dokumen 133,375,781 3 Dokumen 146,713,359 3 Dokumen 161,384,694
Potencanaan Pembangs nan penywsunan dokumen
Daersh Bidarg SDA [RPIPD, RPIMD | pembang man daerah bidang SDA
dinq AKPD) ¥ 2
326 |Aistens Peryusunan Dkumen | Dokumen laparany notulensyy 3 Dakumen 12,158,850 3 Dobumen 13,924735] 3 Dokumen 15,317,209 3 Dokunen 16,84,929 3 Dakuen 19,553,822 | % Dokumen 20,367,205
Purencanaan Pembangs nan berita aczra hasil asktensi
Purangleat Dt erah Bldang SPA dokumen perencanzan perangh at
daerah bldang SDA ©
327 [Pk [ " dan Dokumen taporan hi sl monhorIng 1 Dokumen 17,061,995 1. Bokumen 18,759,195 1 Dokumen 20,645,014 1 Dokunen 22,706,515 1 Dokuren 24,980,967 1 Dokumen 27478,114
Evaluast Pervusunan Dokumen  dan evalussl penyusinan
Purencanaan Pembangt nan doks [ g
Perangkat Dcerah Bidang SOA daerah bifang SDA
<
328 |Koordinasl Pilaksanaan Sinergitas | Dakumen hasH harmonisas! 1 Dakumen 54,134,808 1 Dokumen 60,28,269 1 Dokumen 66,229,118 3 Dokuinen 72,65 029 1 Dokuwen 80,137,232 1 Bokuman 88,150,556
dan Harmonises) Perencanaan perencanan pembagunan
Pembangunin Daersh €idang SDA |dacrah bl-dang SDA
3.3 | Noordioas! Percaca aans Jummlah d3kumen pcrencanaan 14 Dokumen 745,58, 768 14 Dolumen 020,114,667 14 Dokumen 902,126,133 14 Dokuainen 992,336,747 14 Dolwren 1,001,572.622 "4 Dokumin 1200,729484 | BMsng r
Bidang In‘rastrukter dav  |bidang Imrastruktur dan E__..-.._Ei
Kavwilayah kewlliyat an yang di susun T T
3.3.1 |Koardinasl Prayusunan Dokumen | Dakumen taporan hasil kaordir asi 1 Dakumen 142,152,176 1 Dohumen 157,297,394 1 Cokimen 172,972,133 1 Dakuinen 190,265,346 1 Dokurren 209,296,281 1 Dokumen 230,225,509 | Kew ban
Perencansgn PembangL nan peEnyusunan dokumin
Dierah Bidarg Infrastruktur pembang man daerzh bidang
(RPIPT, RPIN D dan HKPJ) Infrastrukiur
332 |Adisterad Peryusunan Dakumen | Dokumen iapocand rotuiensly 3 Dokomen 53,109,920 | 3 Dobumen 58,420,912 | 3 Dokumen 64,263,003 3 Dokumen 70,685,304 | 3 Dokuwen 77,758,234 | 3 Gokumen 85,534,L57
Purencanaan Pembang nes berita acars hasi) asi:tensi
Purangkat D: erah Bldang dok p perangh
frfrastryktur daerah bldang Inftas rultur
333 [Poaksanaan Monfioring dan Dokumer Iaporan bl 1 Dokumen 85,907,000 | 1 Dobumen 95,597,700 | 1 Dokumen 105,157,470 | 1 Dokuren USEEN7 [ 1 voknen 127249059 | 2 Delmen 139,964,253
Evaluag Pemusunan Dekumen  [monitarls g dan evalizas!
Per b nan peny dok
Peranghat Dz erah Bideng parencan ian perang at daerah
Inbstruktur bigang ind . 1 Dok 214,972,339 1 Dokumen 235,469,573
334 |Koordinasi Piak " kumen hasi b 1 Dokumen 146,729,000 1 Dabumen 161,511,900 1 Dokumen 177,663,000 1 Dokumen 195,42¢,399 um en 72 " i
dan Harmanisas! Peres anaan perencanian pembagunan
Pembangunen Daerah Eldang daerah bldang infras Tultur
r.
335 [kaond prrs Taparan h il koordr agh 3 Dokumen 98,126,400 3 Dobumen 107,829,040 3 Dokumen 118,611,944 3 pokumen 130,47:,138 3 Dokuren 143,520,452 3 Dokumen 157,872,497
B \ PembangLnan dokn
Daersh Biclaog ewllayahan bang snan deerch bidang
(RRIPD, RPIV O dan RKP ] Bidang  [kewllayakan
wllrvahan <
336 [Adstenti Peryusunan Uakumen | Dokumen laparan/ otulensyy 1 Dokumen 57,316,458 1 Dokumen 63,098,104 3 Dakumaen 69,352,914 1 Dokumen 76,285,206 3 Dokumen 83,917,026 3 Dokumen 92,308,729
Perencanaan Pembang. nan Berita scara hasil asktenst
Porangkat Oc erah Bidaryg ok p g
Xuwllayahan daerah bidang kewlliyahan
a » 56 T e LH ]
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337 [Pulaksansan Manitoriry dan Dolurnen Laporan hasll 1 Dokutnen 64,102,834 I Dokumen 70,623,117 1 Dokumen 77,685,479 1 Dokuinen 85,45: 972 1 Dokumren 93,999,369 1 Dokumen 163,399,206
Evaluas] Permruzunan Ockurren menktor: g dan evaluasi
Purencanash FembingL nan penyusuran dokumen
Porangkat Doersh Bidang perercan.n perang it daerah
338 dinas| F Dok 1 hasil har 1 Dokumen 96,215,000 1 Dakumen 105,835,500 1 Dokiimen 116,420,150 1 Dokuinen 128,062,165 1 Dokurren 140,868,382 1 Dakumen 154,955,220
dan Harmonisas Parent anaan perencan.ian pembaigunan
Pumbangunzn Daerab Pldang daerah bl-Jang kewlliyahan
Maninjkatays |4 Program Penelitisn Dan'  |Peninghatan skor indel RN ] 1,172,152,391 1,290,017,630 | 50 1,419,030,393 | 55 7 1,560,935,432 | 4 1,717,026, 776 | &% 1888,729,<53 | BMang
kuafitin . |Pengembangsn Dearah - - |iwoveel deersh - R R i : - T ‘ SN s T ' . Pena[itian
I | dearah . L B Y| P S E R o ¥ - - ‘ - s i = | . IO ‘ L. ' ” ) dan.
41 | Penelitizn dan turnlgh dskumen kelitbangan yang| 1 Dokumen 541,756,665 1 Dokumen £95,932,332 1 Dokumen 655,525,565 1 Dokuimen 721,07t,121 793,185,933 1 Dokumon 872,504,527 | Pengembang
Pangambangan Bi'sng difasilitas: an
Penyslenggarsan
Peinarintahan dan
Fenokaliay Potatiimm
4.1.1 |Fusllitass, Pelaksanaan dan Evaluas!| Dokumen penelitiar bidang 1 Dokumen 541,756,665 1 Dokumen 595,932,332 1 Dokumen 655,525,565 1 Dekuimen 721,07¢ 11 1 Dekuren 793,185,933 1 Dokumuen 872,504,527
| Penelitian den Pengemtangan aparatur <tan reform ! Birokrasi
Bldang Apar: tur dan Reformasl
Blrokras!
4.2 | P be ngan Xo Jumlah p v inovasl dan 3 Dokumen 630,995,726 3 Dokumen 594,035,299 3 Dokumen 763,504,828 3 Dokuinen 839,85¢,311 3 Dokurr en 923,840,842 3 Dokumin 1.016,224,527
den Taknclogl teknologt ysng difes! itasi
4.2.1 |Penelitian, Pengembangan, dan | Dokumen kaporan hesil disseminas 1 Dokumen 271,655,922 1 Datumen 295,041,514 1 Dokumen 328,945,666 1 Dokumesn 361,840,232 1 Dokumen 398,024,255 1 Dokumaen 437,826,681
Pured i Bldang Teknologl
_95 navas!
4.22 1UJCoba dan Penerapar Rancang {Cokumer: lsporan  litbang  dan 1 Dokumen 167,610,450 i Dakumen 164,371,455 1 Bokumen 202,808,645 1 Dokuinen 223,085,509 1 Dokurt en 245,398,460 1 Dokumeh 265,938,106
Bungun/Mocel Replikasi dan rekayass bidang inovasl dan
Invans! di Bi/ang Difust inovas! reknologi vang difast itas!
s« Penerga in Teknolog
42.3 |Otseminas! Jenls, Prosecur dan Bukumen laporan renceng bangun 1 Dokumen 194,529,354 1 Dokumen 210,652,289 1 Dokumen 231,750,518 1 Dokumen 254,928 520 1 Dokurren 80,416,127 1 Dokuman 308,459,540
Metode Pemvelenggrain yang divfi oba
Pumerintahan Daerah Yang
Brsifatinov il _ ) I— -
Jumtzh ' 11,127,712,08% 1224040302 | JaAse 533 5o | 1aeaoeas55a8 |- 16.292,084,008 - 17,021,292,308
a - 57 .y in Y a
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit
kerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan pembangunan sesuai dengan target yang diren-
canakan. Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah indikator kinerja yang
sccara langsung mcnunjukkan kincrja yang akan dicapai Bappcda dalam lima

‘tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian visi

dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah.

Sebagai ukuran keberhasilan, maka indikator Kkinerja haruslah dapat diukur
serta menjadi dasar dalam menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex- ante),
tahap pelaksanaan (on-going), dan tahap setelah pelaksanaan serta keberfungsiannya
(ex-post). Pentingnya penetapan indikator kinerja Bappeda ditetapkan terlebih
dahulu, karena di dalam sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah akan menjadi
instrumen pertanggungjawaban terhadap keberhasilan ataupun kegagalan
pelaksanaan tugas dan fungsi serta misi organisasi.

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa pada lima tahun
mendatang yang merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut ditampilkan dalam Tabel T-C.28 sebagai
berikut:
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Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026

- ~ Kondisi
% s PL A E : . Hnﬂﬁamw_ K ._.,B.m.nn QEEE- m_nanc ﬂ.mEE
2 TR : s LT Nt ey T ! _.._m, B ha Aw ” : ﬁ. ;
LSS Enaw.,w»cu. ‘s “Periode e e e . ,
g “ o RPIMD  Satuan 2021 2022 2023 aoE_ wcum : No:mnnm
e i —— T | .H.Q.Mu-ﬂ:Av« i ﬁ : . . st : ,.Lpu. it 4 ekl
_ N B 3&:5@-3:&6 _-»m__ —.o.:_mrE &EBS&E_Sw ___Enan_m HE&E , . : A T .
: Perencanaan, Penelitian dan -unsmﬂ.s_umﬁnnh Unﬁ-.sr _ v R S K S o i
(11 | Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah- o ST - - Nilai {825 835 | 84,5 | 856 866 | 877
111 | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi wsmam ﬁm.mumwﬁ mmﬁm& yang disusun - Dokumen 11 1 11 11 11 1
1.1.2 | Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah yang dilaksanakan - Dokumen 18 18 18 18 18 18
113 MMMMW: MHM:MM% mﬂ%aﬁgwmcnmumimcmb penyelenggaraan administrasi wmnum perangkat ) Dokumen 9 9 9 9 9 9
114 J EE&- moEE.En pertangzgungjawaban penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan _ Dokumen 32 32 32 32 32 32
daerah yang disusun
1.1.5 | Jumlah dokumen v.hms.wm:br_mimgu pemeliharaan barang milik daerah yang &émg - U.o.wan: 9 9 _ 9 9 9 9
‘2 . { Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah SR - I A . T
2.1 | Peringkat 1 dalam penilaian Perencanaan Pembangunar. Daerah _ . - Peringkat | 1 1 1 1 4,1 1
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yaag di susun . )
2.1 | Penyusunan Pzrencanaan dan Pencanaan - Dokumen 7 7 7 7 7 7
Jumlah dokumen hasil analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan R .
212 | daerah yang disusun Dokumen 3 3 3 3 3 3
213 %MM“”M dokumen evaluasi dar. pelaporarn perencanaan pembangunan dzerah yang ) Dokumen 9 9 9 9 9 9
Persentase o%mm:_ kinerja penyelarasan dokumen ﬁm_.m:nm:u_w: perangkat ) i . , i ” -
,m._w, { daerah dengen dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang PPM S : % | 1oo ,.,u._oo, _ ”__o,o 100y 100) 100
Jumlah dokumen renstra/renja OPD mitra koordinasi perencanaan bidang _
221 pemerintahan dan pembangunan manusia yang selaras dengan RPJMD; RKPD Dokumen 8 8 8 8 8 8 |
2.2.2 | Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang disusun - Dokumen 20 20 20 20 20 20
2.2.3 | Jumlah dokumen parencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusur. - Dokumen 14 14 14 14 14 14
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Kondisi.

Kinerja ' ¢

v

I S

‘Target Capaian Setiap Tahun

2023 ' 2024

" . Kondisi
* Kinerja
Lot Pada®
Akhir '

PR
q

202

; N 5

"] Meningkatnya kualitas inovasi daerah - -

Peningkatan skor indelss inovasi daerah -

Nilai

Jumlah dokumen kelitbangan yang difasilitasi

Dokumen

Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi

Dokumen

ar »
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BAB VIII
PENUTUP

Rensira Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan
penjabaran secara operasional daii RPJMD Kabupaien Sumbawa Tabuin 2020 -
2026, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, telah dirumuskan secara
sistematis sesnai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014,
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pola penjabaran Renstra dengan
mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu
strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan, sasaran strategis dan Kkebijakan
sampai pada rumusan program/kcgiatan dan pcndapaan indikatif merupakan
rangkaian bisnis proses yang saling berkesinambungan.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Bappeda dalam
Penyusunan Perencanaan Tahunan perangkat daerah dan sebagai panduan dalam
evaluasi Sistem Akuntabililitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga
dapat mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang transparan, akuntabel
serta efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Bappeda dan tupoksi Bappeda
scbagai koordinator percncanaan pcembangunan olch  perangkat  Dacrah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal ini juga termasuk dalam upaya
Bappeda untuk merealisasikan RPJMD tahun 2021-2026 secara lebih substansi
bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
masing—masing bagian/bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya
organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa tabun 2021-
2026 agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun
pelaksanaaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya;

%BUP::iZB - P

\( MAHMUD ABDULLAH
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